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bahwa dalam rangka dinamika perkembangan lingkungan strategis yang
mempengaruhl pelaksanaan kebijakan bidang SDM Poiri sehingga diperiukan Revisi
Rencana Strategls Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2020-2024, dipandang
perlu menetapkan keputusan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubiik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tenfang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Fanjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6.  Surat Kepulusan Kepala Kepolisian Megara Republik Indonesia Mo, Pol:
Skepl360VI2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
tentang Sistemn Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik indonesia;

8. Rancangan Teknokratk rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024;

9. Kepulusan Asisten Kapoli Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Momor:
Kep/267X112019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Rancangan Teknokratk
Rencana Strategis Paln Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Asisten Kapoli Bidang Sumber Daya Manusia  Nomor
KepB20/Vi2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Sumber Daya
Manusia Polri Tahun 2020-2024;

11, Swral Perintah Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor:
Sprin/117/UREN.2.3./2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang tim Pokja
penyusunan Revisi Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Poirl Tahun
2020-2024,

Memperhatikan ...



Memperhatikan

hMenefapkan

Kepada Yih.:

1. Para Karo di lingkungan SSDM Poin.
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1. hasil pelaksanaan rapat dan koordinasl lentang Revisi Rensira Staf Sumber Daya
Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024,

2, saran dan pertimbangan staf S30M Mabes Poin.
MEMUTLISKAN

KEPUTUSAN ASISTEN KAPOLR! BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
REVIS| RENCANA STRATEGIS STAF SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

1. Revisi Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Poli Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

9 Revisl Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Polri dimaksud, berlaku di
lingkungan SSDM Palri, untuk dijadikan padoman penyusunan Rencana Kegiaian
Satker maupun Subsatker,

3. Revisi Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Poiri inl untuk menjadi
pedoman dalam Rencana kebutuhan anggaran Satker di lingkungan S30M Poin
sarta pengemiban fungsi SDM Satker Mabes Polr dan Satuan Kewilayahan;

4. Berdasarkan Keputusan inl maka Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia
Palr Tahun 2020-2024 direvis! sabagian,

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

25 Juli 2022
MG SUMBER DAYA MANUSLA
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1. Kondisi Umum

Era reformasi yang sudah digaungkan sejak tahun 1998 memiliki berbagai
agenda yang menjadi tuntutan berbagai elemen bangsa, seperti amandemen
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1845, penghapusan doktrin dwifungsi
ABRI; penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serla
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; desentralisasi dan hubungan
yang adil antara pusat dan daerah; mewujudkan kebebasan pers; dan
mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari sekian banyak tuntutan yang saat itu
digaungkan, ada sebagian besar sudah teraksana, dan pelaksanaan tuntutan
reformasi itu sedikit banyak telah mengubah sistem penyelenggaraan negara,
revitalisasi lembaga-lembaga negara, serla perubahan dalam sistem
pemerintahan. Walaupun keadaan Indonesia sudah lebih baik sejak tuntutan
reformasi, namun pada kenyataannya kita masih tertinggal dibandingkan dengan
negara lainnya, baik ifu di tingkat ASEAN maupun di tingkat Asia, untuk urusan
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, Tercatat pada tahun

| RBenstrn S50M Poln Tabun 2020-2024 merupakan penabaran deri Renstra Palri Tahon 2020-2024 vang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional 2020-2024 vang dituangkan dalam Ropdmap
Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024 yang dalam perumusannys, salsh satunya menekankan profesionalisme
SDM Polri, Revisi dilakukan sebagal upaya harmonisasi dengan RPIMN 2000-2024, Renstra Polri 2020-2024,
dan Program Prioritas Kapoln “Transformasi Menuju 8DM yang Unggul” serta evaluasi capalan target Reatra
S3DM Polri pada tahun 2020-2021.
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2008, Indeks Persepsi Korupsi Indenesia masih rendah, yakni di angka 2,8 dari
skaia 10, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya.<
Dalam hal memberikan pelayanan publik, Indonesia juga belum mampu

memberikan palayanan publik yang seimbang dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal
ini dibuktikan dengan survel yang dilakukan cleh KPK pada tahun 2008 yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik mencatatkan skor 6.64 dari skala
10. Angka ini bahkan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rendahnya nilai pelayanan publik ini disebabkan oleh tidak adanya Standard
Operating Procedures (selanjutnya disebut SOP), tidak adanya keterbukaan dan
transparansi informasl, serta birokrasi yang berbelit-belit.” Birokrasi pada tahun
2008 pun mencatatkan skor yang rendah, yakni -0,28 dengan skala -2,5 yang
terburuk dan 2,5 adalah yang terbalk, Walaupun angka tersebut sudah lebih baik
dari tahun sebelumnya, nyatanya kualtas birokrasi Indonesia saat itu masih
tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Keadaan Ini kemudian
metandasi Presiden Rl saat itu untuk mencanangkan reformasi birokrasi di
lingkungan pemerintahan.

Reformasi birokrasi sebanarmya bukan barang baru di Indonasia. Indonesia
sudah melaksanakan reformasi birokrasi bahkan sejak tahun 2004. Saat itu
pemerintah kemball menegaskan penerapan dari prinsip clean government dan
good governance yang sudah dikenal secara universal. Dengan dimulainya
penerapan kedua prinsip tersebut, maka tahun 2004 pun resmi menjadi tahun
dimulainya gelombang pertama era reformasi birokrasi,. Kemudian pada tahun
2009, Presiden Rl terpilih saat itu kembali bertekad untuk melanjutkan reformasi
birokrasi yang telah berjalan sesual dengan pidato kenegaraan yang
disampaikan di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009. Pada
gelombang kedua reformasi birokrasi, diharapkan seluruh Kemetrian/Lembaga
{selanjutnya disebut K/L) dan pemerintahan daerah telah berkomitmen untuk
melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian pada tahun 2015 diharapkan K/L
dan pemerintah daerah telah memiliki kekuatan untuk memulai proses reformasi
birokrasi, sehingga diharapkan pada tahun 2025 diharapkan birokrasi

! Indonesin, Peraturan Presiden tentame Grond Design Reformasi Birokras' 2010-2025, Perpres Mo, 81 Tahun
2010
1 fhid
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pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. |de
tersebut yang kemudian mendasari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
membentuk Grand Design Reformasi Birokrasi yang dibagi menjadi tiga periode,
yakni perlode 2010-2014, periode 2015-2018, dan periode 2020-2024.
Pencanangan Grand Design Reformasi Birokrasi telah menjadi pedoman
datam perbaikan tata kelola pemerintahan. Data menunjukkan bahwa lebih dari
satu dasawarsa kemudian, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menuju ke arah yang
lebih baik. IPK yang dirilis Transparancy Intermalional tahun 2021, IPK Indonesia
mencapal nilai 38 dan skala 1-100 atau berada pada urutan 86 dari 180 negara.
IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertinggi sebesar 40 pada tahun 2018,
namun turun menjadi 37 pada tahun 2020 dan naik 38 pada tahun 2021 jika
dibandingkan dengan nilai rata-rata |PK dunia tercatat sebesar 43. Skor nilai di
bawah 50 mengindikasikan negara-negara tersebut memillki masalah korupsi

senus.* Namun capaian ini menunjukan IPK Indonesia meningkat dari 28 pada
tahun 2008 menjadi 38 pada tahun 2021. Sementara hasil evaluasi pelayanan
publik tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik kementrian/lernbaga mendapatkan
nilai 4,00 atau kategori B (Baik) dan Indeks Pelayanan Publik pemerintah daerah
secara keseluruhan meraih nilai 3,58 atau kategon B (Baik). Secara nasional,
Indeks Pelayanan Publik di Indonesia mendapat nilai 3,79 atau kategori B (Baik) 5

Dalam mereformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia
(selajutnya disebut SDM), khususnya SDM Indonesia, memegang peranan
penting. Hal ini dikarenakan perencanaan terkait reformasi birokrasi tidak akan
berjalan apabila tidak dieksekusi dengan baik oleh SDM yang berkompeten.
Karena itu dalam reformasi birokrasi perlu diimbangi dengan pembangunan SDM
agar menjadi kompeten. Pentingnya pembangunan SDM ini juga diamanatkan
oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 14 Juli
2019. Pada pidato kenegaraan tersebut, pentingnya pembangunan dan
penguatan SOM dibahas secara khusus sebagai kunci untuk meningkatkan daya
saing nasional dalam bersaing dengan negara-negara lain. Pentingnya
pembangunan dan penguatan SDM ini juga tertuang pada empat pilar visi
Indonesia 2045 yang tetap berlandaskan pada Pancasila demi menghadapi
megatren dunia 2045,

*kpk.go.id, diunduh 30 Mel 2023,
* httpsfmenpan.geid, divndub tanggad 31 Mei 2022
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Salah satu megatren yang saat sedang dihadapi oleh dunia adalah fase
industri 4.0, atau revolusi industri gelombang keempat, Yang dimaksudkan
dengan revolusi industri gelombang keempat adalah suatu keadaan dimana
negara-negara berfokus untuk memindahkan aset fisik mereka menjadi aset
yang didigitasi dan mengintegrasikan aset-aset lersebut ke dalam suatu
ekosistemn digital.® Era revolusi industrl keempat(4.0) bukan jargon yang terus
menerus diulang. Seluruh negara-negara di dunia sepakat membangun generasi
ini dengan & {enam) pilar utama, yaitu masyarakat digital, enargy berkelanjutan,
mobllitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja, Era
industri 4,0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sector maufaktur Indonesia
dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk
mennjadi salah satu dari 10 (sepuluh) kekuatan ekonomi terbesar di dunia
berdasarkan Produk Domestk Bruto (PDB) pada tahun 2030, Meskipun
demikian, Encyclopedia Britannica mencatat revolusi industri keempat ini
berlangsung selama abad ke-21 yang ditandai dengan serangkaian pergolakan
sosial, politik, budaya, dan ekonomi, Era ini didorong oleh konvergensi inovasi
digital, biologis, dan fisik, sedangkan tatanan sosial dikenal dengan terminolog
masyarakat informasi.”

Walaupun penerapan teknologi yang tepat merupakan langkah penting
dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, namun ada hal yang lebih
penting dibandingkan itu, yakni SOM-nya. Hal ini dikarenakan teknologi serumit
apapun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada manusia yang menginisiasi.
Apabila SDM-nya tidak berkompeten dan kapabel dalam mengoperasikan
teknologi yang mutakhir, maka teknologi tersebut menjadi sia-sia. Hal ini
mengakibatkan setiap organisasi yang menerapkan teknologi mutakhir
dihadapkan pada dua pilihan, yakni merekrut SDM baru yang lebih kompeten
atau melatin SDM yang sudah ada, Namun demikian, secara akademis terbukti
bahwa berinvestasi dengan memberikan pelatihan kepada SDM yang sudah ada
cenderung memberikan retum yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah.®

Berdasarkan hal yang demikian, maka merupakan hal yang wajar apabila
salah satu amanat reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Presiden Joko

¥ Indhustry 4.00 Building The Digital Enterprise, FWC, 2016,
" Pransparansi Menuju Polri Yang Presis] (prediktif, responsibilitas, ransparansi berkemdilan), 202 1.
E Cladia Goldin, Human Caplial, (Massechusetts: Harvard University, 20014}, hat. 11,
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Widodo adalah pembangunan SDM Indonesia demi dapat bersaing dengan
negara-negara lain. Hal ini disebabkan berdasarkan data, kualitas SDM

Indonesia memang masih belum dapat dibanggakan. Permyataan ini dibuktikan
dengan rendahnya Human Capital Index Indonesia yang diukur oleh Bank Dunia,

yakni hanya sebesar 0,53 dari skala 0 hingga 1.7 Lebih lanjut, sebagai negara
terbanyak keempat dalam hal jumlah tenaga kerja, keterampilan para tenaga
kerja Indonesia masih minim. Diperkirakan terdapat sekitar 60,24% dari tenaga
kerja Indonesia yang masih minim keterampilan.’® Berdasarkan riset yang
dilakukan oleh McKinsey Global, saat ini Indonesia memiliki 11,65 |uta pekerja
terampil, sedangkan Indonesia membutuhkan 113 juta tenaga kera terampil
untuk dapat menjadi kekuatan ke-7 dunia pada tahun 2030."

Pembangunan dan penguatan SOM dalam konteks pemerintahan menjadi
penting dikarenakan memang salah safu permasalahan dari mereformasi
birokrasi ada pada SDM aparatur, dimana alokasi dalam hal kuantitas, kualitas,
dan distribusi pegawai menurut teritorial tidak seimbang, serla tingkat
produktivitas pegawai masih rendah. Pembangunan dan penguatan sistem
manajemen SDM Ini dimaksudkan agar SDM aparatur memiliki integritas,
menjadi netral, kompatan, kapabal, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
Dengan terwujudnya SDM yang demikian, maka diyakini pelayanan publik yang
prima akan tercipta. Bahkan untuk menjawab tantangan tersebut, presiden
mencanangkan bahwa tema kebijakan fiskal untuk tahun 2020 adalah "APEN
untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber
Daya Manusia"'? Sedangkan tema kebijgkan fiskal tahun 2021 adalah
"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Sementara tema
kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural” ™

Sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang keamanan,
Kepaolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) tentunya wajib untuk

* Human Capitaf 4.0, Shift Indonesia, 2019, hal 26
1 thid

" Disampaikon oleh Presiden Joko Widodo pada Penyempaian Keterangan Pemerintah Afes Rancangan Undang-
Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara Tahun Anggiran 2020 Beserin Nota Keuangannya di
depan Bapat Paripurna Dewnn Perwakilan Rekyat Republik Indonesia, 16 Apustus 20109,

¥ Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyanl Indrawati pada penyampaian Pengantar dan Keterangan
Pemerintah atas Kerangka Ekonoma Makro dan Pokok-Pokok Kebljakan Flskal T.A, 2022 dalam Rapat Parlpurna
CPR RE ke-18, 20 Mel 2022,

5
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turut metakukan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi periode ketiga ini,
Foli melaksanakan reformasi birokrasi dengan berdasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menangah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) 2020-
2024 yang dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024,
Dalam perumusannya, salah satu yang ditekankan di dalam Roadmap Reformasi
Birokrasi Polri 2020-2024 adalah profesionalisme SDM Polri. Untuk mewujudkan
SDM Polri yang profesional ini Polri menetapkan tiga strategi, yakni melakukan
reformasi pengelolaan SDM Polri secara profesional, meningkatkan mutu
pendidikan dan pelatihan SDM Paln;, dan meningkatkan kesejahteraan SDM
Poilri.

Pengambangan SDM Polri difokuskan untuk berkreasi, mengevaluasi, dan
menerapkan kebijakan yang dikelola melalui sistem pengambilan keputusan
pemolisian guna menjaga stabilitas nasional dengan menampilkan wajah polisi
yag melayani dan dekat dengan masyarakat dalam melaksanaka tugas secara
cepat, tepal, responsive, humanis, ransparan, bertanggung jawab da
berkeadilan. SDM Poln, yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab dan
Staf SDM Folri, merupakan aset vital dari Polri dan harus dikelola secara efektif
dan efisien, dimulai dari masa pendidikan Poln hingga masa pelepasan jabatan
personel Polri. Pengelolaan SDM Polri menjadi vital dikarenakan pada
prosesnya, reformasl birokrasi Polr tidak akan dapat terwujud tanpa personel
yang kompeten dan kapabel. Terwujudnya personel Polri yang lebih kompeten
dan kapabel secara langsung akan meningkatkan daya saing bangsa.
Pengelolaan SDM Polri membutuhkan profesionalisme tinggi sesual dengan
tuntutan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan tingkat harapan
masyarakat, sehingga dibutuhkan anggota Polri yang memiliki kompetensi dan
berbasis fungsional. Keberadaan Polrl yang unggul, profesional, dan
berintegritas secara langsung dapal membaniu memecahkan dinamika
permasalahan hukum dan sosial kemasyarakatan serta menylkapl berbagai
tantangan tugas di masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, maka
diperlukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel Polri yang mampu
menjalankan tugas pokoknya secara optimal melalui pemenuhan personel Polr
yang deal, sehingga Polri perlu untuk menetapkan strategi yang tepal agar
mendapatkan output yang diharapkan,
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SSDOM Polri telah memberikan kontribusi besar bagi institusi yang
bersangkutan dan harus selalu dibangun agar terus dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Pembangunan SDM Polri perlu diterapkan sejak fase
perekrutan hingga fase pelepasan jabatan dengan pengimplementasian strategi
yang tepat guna menciptakan harmonisasi, sinergitas, soliditas, konsistensi, dan

fieksibilitas organisasi demi menunjang pelayanan publik oleh Polri, Strategi Polri
dalam membangun SOM nya dituangkan dalam rencana strategis (selanjutnya
disebut Renstra) Polri di satiap perioda.

Capaian Kinerja Polri Pada Renstra 2015-2019

Pada tahun 2017, Poln menetapkan lima strategi program dalam
pembangunan SDM Polri dengan lima belas indikator kinerja, sedangkan pada
tahun 2018 terdapat lima strategi program dengan tiga belas indikator kinerja.
Kelima strategi program tersebut yakni: terselenggaranya manajemen strategi
pembinaan SDOM Polri yang unggul dan kompetitif melalaui pengkajian dan
perumusan; terselenggaranya rekrutmen dan seleksl dikbang pegawal negeri
pada Polri secara proaktif dan Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis (BETAH)
serta clear and clean dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth,
terlaksananya pola pembinaan karier pegawai negeri pada Poln berbasis
kompetensi dengan pendekatan ment sysfem yang didukung dengan Tl secara
dinamis dan terintegrasi; terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan profesi pegawai negeri pada Poli melalul pelayanan hak,
perawatan serta pengakhiran dinas secara proaktif dan proporsional; dan
{erlaksananya pelayanan psikologi kepolisian kepada pegawai negen pada Poln
dan masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel Secara garis
besar fidak ada perubahan yang signifikan antara strategi program untuk tahun
2017 dengan tahun 2018, hanya terdapat sedikit perbedaan pada indikator
kinerja untuk mengukur strategi program keempat, yakni dalam hal terwujudnya
peningkatan kesejahteraan dan kemampuan profesi pegawai neger pada Polri
melalui pelayanan hak, perawatan serta pengakhiran dinas secara proaktif dan
proporsional.
a. Penyelenggaraan Manajemen Strategi Pembinaan SDM Polri

Strategi program pertama adaiah terselenggaranya manajemen
strategl pembinaan SDM Poelrl yang unggul dan kompetitf melalu

T
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pengkajian dan perumusan yang diukur dengan figa indikator kinerja, yakni:
Jumlah naskah evaluasi terhadap sistem pembinaan SDM secara rutin
untuk menentukan langkah kebljakan selanjutnya; jumlah naskah
pengkajian secara komprehensif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi
sistem pembinaan SOM; dan jumlah perumusan naskah kebijakan tentang
penyelenggaraan sistem pembinaan SDM selanjuinya.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA | 2017 2018
S8DM POLRI REALISAS!I | CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN

Jurnksh naskah evaluas terheadap
sistem pervbinean SCM secara 58 148%: f=12) 14T 50%
rutin urtuk menerukan langkah
kabdakan selanjuinya

Jumlah n@skah pangkaian secans
komprehensif sebagal tindak kanjul 11 110% 4 100%
darl hiasil evaluasi sstem
| pambinaan S0k

et 12 4c0% 12 a00%
sistem pembinaan SOM setanjunys | |

Berdasarkan tabel di atas, SSDM Poli mencatatkan tingkat
pencapaian yang cukup stabll dari tahun ke tahun dalam melaksanakan
strategi program yang telah ditetapkan. Ini berarti SSDM Polri berhasil

mempertahankan kinerja yang membanggakan.

Dari segi indikator kinerja untuk jumlah naskah evaluasi terhadap
sistem pembinaan SDM secara rutin untuk menentukan langkah kebijakan
selanjutnya pada tahun 2017 SSDM Polri mencatatkan realisasi sebanyak
58 dengan tingkat capaian 148%. Keberhasilan pencapaian target sebesar
148% dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk melaksanakan
kegiatan analisa dan evaluasi (selanjutnya disebut anev) bidang perawatian
personel, quick wins, anggota bermasalah dan anev pelaksanaan
siswa/peserta Diktuk/Dikbang bermasalah. Sedangkan pada tahun 20138
SSOM Polri mencatatkan realisasi sebanyak 59 dengan tingkat capaian
147.5%. Keberhasilan pencapalan target sebesar 147,5% inl dikarenakan
adanya kebijakan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan anev bidang
psikologi, kenalkan pangkat, penugasan khusus, mutasi jabatan, anggota
bermasalah serta anev pelaksanaan siswafpeserta Diktuk/Dikbang
bermasalah.
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Dari segi indikator kinerja untuk jumlah naskah pengkajian secara
komprehensif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem pembinaan
SDM selanjutnya pada tahun 2017, SSDOM Polri mencatatkan realisasi
sebanyak 11 naskah dengan tingkat capaian 110%. Keberhasilan ini
dikarenakan adanya kebijakan untuk pengisian wilayah Pulau-pulau Kecil
Terluar (selanjutnya disebut PPKT) dan wilayah perbatasan dengan
mengedepankan prinsip local boy for focal job, sehingga menambah volume
kegiatan kajian yaitu kajian rekrutmen dan pola penempatan pendidikan
pembeantukan bintara di wilayah PPKT dan wilayah perbatasan. Kemudian
untuk tahun 2018, SSDM Poln mencatatkan realisasi sebanyak 4 naskah
dengan tingkat capaian 100%. Keberhasilan ini dikarenakan
diperfahankannya kebijakan untuk pengisian wilayah PPKT dan wilayah
perbatasan dengan mengedepankan prinsip local boy for local job,
sehingga menambah volume kegiatan kajian yaitu kajian rekrutmen dan
pola penempatan pendidikan pembentukan bintara di wilayah PPKT dan
wilayah perbatasan yang sudah diterapkan pada tahun sebelumnya.

Dari seql indikator kinerja untuk Jumlah perumusan naskah kebijakan
tentang penyelenggaraan sistem pembinaan SOM selanjutnya pada tahun
2017 S55DM Polri mencatatkan realisasi sebanyak 12 naskah dengan
tingkat capaian sebesar 400%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya:

1) Kebijakan Kapolri tentang Program Promoter khususnya terkait
dengan kenalkan tunjangan pegawal dan tunjangan wilayah
perbatasan;

2) adanya prestas| dari beberapa Polres yang berhasil mendapatkan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan diberikan apresiasi
berupa kenaikan tunjangan kinerja;

3) penguatan rekrutmen anggota Poiri dan seleksi anggota Poln yang
bersih dan transparan melalui penerapan kebijakan diskualifikasi bagi
calon yang menggunakan sponsorship.

Kemudian untuk tahun tahun 2018, 55DM Polri mencatatkan tingkat
realisasi sebesar 12 naskah dengan tingkat capalan 400%. Keberhasllan in
dikarenakan dipertahankannya kebijakan yang telah diterapkan pada tahun
sebelumnya, yakni:
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1} Kebijakan Kapolri tentang Program Promoter khususnya terkait
dengan kenaikan tunjangan pegawal dan ftunjangan wilayah
perbatasan;

2) adanya prestas| dari beberapa Polres yang berhasil mendapatkan
predikat WBK dan diberikan apresiasi berupa kenakan tunjangan

kinena,

3} penguatan rekrutmen anggota Polri dan seleksi anggota Palri yang
bersih dan transparan melalui penerapan kebijakan diskualifikasi bagi
calon yang menggunakan sponsorship.

Penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Pendidikan dan
Pengembangan Pegawai Negeri pada Polri

Strategi program kedua adalah terselenggaranya rekrutmen dan
seleksi dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif dan BETAH serta
elear and clean dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth.

INDIKATOR CARPAIAN KINERJA 2017 2018
SS0M POLRI REALISAS| | CAPAIAN | REALISAS| | CAPAIAN

Jurmieh kabulisnan menémal
parsonal Polr datam 5 tahun

kedapan yang akan digunakan
aebagal acusn dan pedoman 1.112 BA.8% 8.537 106.0%

rekrutman anggota Poli desgan
prinsip mimmal zero growh

Jurrieh peserta pendidiksn
pengambangan kepamimgpinan,

pendidikan pengembangan
spesiskisas| dan pendidikan alih g FIES B Rl

gosangan

Berdasarkan data di atas, SSDM Palr berhasil mencatatkan tingkat
capaian kinerja di atas 100% pada tahun 2017 dan 2018 dengan satu
pengecualian, yakni dalam hal jumlah kebutuhan minimal personal Polri
dalam lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan
pedoman rekrutmen anggota Poli dengan prinsip mimimal zero growth
tahun 2017, namun hal ini tidak terulang di tahun berikutnya. Pada strategi
program ini terdapat dua indikator yang dapat lebih diperncl. Untuk
kebutuhan minimal persenel Polrl Ini dibagi menjadi lima kategori, yakni
Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama, dan PNS, dengan tingkat capaian kinerja
kelimanya tidak ada yang berada di bawah 100% dengan pengecualian

1]



LAMPIRAN KEPUTLSAN AS SDM KAPOLR
NOMOR - KEP/ 1045 NIl/2022
TANGGAL; 25 JULI 2022

PNS. Sedangkan untuk jumiah peserta pendidikan pengembangan
kepemimpinan, pendidikan pengembangan spesialisasi dan pendidikan alih
golongan, yakni Lemhannas; Sespimti; Diklatpim |; Sespimmen; Diklatpim
Il: Sespimma: Diklatpim IIl; SIP; Diklatpim IV; Alih golongan Polri; UDKP
PNS: dan Dikbangspes, dengan tingkat capaian di atas 100% untuk
masing-masing
Dari segi indikator kinerja untuk jumiah kebutuhan minimal personel
Paolri daiam 5 tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan
pedoman rekrutmen anggota Polri dengan prinsip minimal zero growth pada
tahun 2017 SSDM Polri mencatatkan realisasi sebanyak 11.112 crang
dengan tingkat capaian 68,8% dengan rincian realisasi Akpol sebesar
112 8%, realisasi SIPSS sebesar 75%, realisasi Bintara sebesar 65.9%,
realisasi Tamtama sebesar 22.22%, realisasi penerimaan PNS sebesar
5.5%. Lebih lanjut, jika dilihat dari komposisi personel yang direkrut pada
tahun 2017, maka perekrutan untuk Akpol sebesar 2.6%, SIPSS 0.7%,
Bintara, 92.2%, Tamtama 4.5 % dan PNS 1%. Dengan demikian, rekrutmen
Bintara merupakan sumber yang terbesar dalam pengembangan kekuatan
Polri. Dari kelima jenis rekrutmen yang dilakukan oleh Polr, hanya Akpol
yang mengalami kenalkan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data
diketahui bahwa target realisasi tidak tercapai, hal ini dikarenakan adanya
kebijakan batk di tingkat nasional maupun di tingkat kelembagaan, yakni:
1) Adanya kebijakan proporsionalitas anggaran yang bertujuan untuk
menyeimbangkan prosentase anggaran Belanja Pegawal, Belanja
Modal, dan Belanja Barang, mengingat alokasi anggaran Polri selama
ini sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawal. Hal tersebut
menyebabkan alokasi anggaran dalam penerimaan Bintara dan
Tamtama Polri hanya dapat digunakan untuk merekrut 10.150 orang
Bintara dan 500 orang Tamtama. Salah satu faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya target penambahan jumiah anggota
Polri adalah adanya kebijakan proporsionalitas anggaran Poln yaitu
upaya untuk menyeimbangkan proporsi antara anggaran Belanja
Pagawal, Belanja Modal, dan Belanja Barang. Hal ini berdampak pada
penguatan kebijakan rekrutmen dengan prinsip minimal zero growth
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yaitu penerimaan anggota Poiri hanya untuk mengganti anggota Polri
yang susul karena pensiun, meninggal atau alih status;

2) adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS dengan latar belakang
membengkaknya jumlah pegawai negeri sipil yang tidak ditkuti dengan
pelayanan yang efektif dan efisien. Peningkatan jumlah PNS tersebut
antara lain mengakibatkan ketidakseimbangan antara kualitas
pelayanan dan ketersediaan anggaran. Kebijakan moratorium ini juga
berlaku bagi penerimaan PNS Pelri. Penambahan jumlah PNS Polri
pada Tahun 2015 hanyalah untuk pengangkatan tenaga honorer
kategori 2 (K-2) dan pada tahun 2017, Polri mendapatkan kuota
penerimaan PNS terbatas pada tenaga medis sebanyak 200 orang.
Mamun dari kuota sebesar 200 orang hanya dapat direkrut sebanyak
105 orang dikarenakan minimnya animo pendaftar yang memenuhi
syarat khususnya untuk mengisi formasi di wilayah Indonesia Timur,
Kemudian untuk tahun 2018, SSDM Polri mencatatkan realisasi

sebesar 8.537 dengan fingkat capaian kinera 106% dengan rincian
realisasi Akpol sebesar 102,8%, realisasi SIPSS sebesar 168%, realisasi
Bintara sebesar 100%, realisasi Tamtama sebesar 100%, dan realisasi
penermaan PNS sebanyak 497 orang, Lebih lanjut, juga dilihat dari
komposisi personel yang direkrut pada tahun 2018, maka perekrutan untuk
Akpol sebesar 2,7%, SIPSS 0,9%, Bintara B8,1%, Tamtama 3,1% dan PN3
5,2%. Dengan demikian, rekrutmen Bintara merupakan sumber yang
terbesar dalam pengembangan kekuatan Polr, Dari kelima jenis rekrutmen
yang dilakukan oleh Polr, hanya Akpel yang mengalami penurunan
persentase dari tahun sebelumnya. Keberhasilan SSDM Polri melebini
target realisasi pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya beberapa
kebijakan yang diterapkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat Folri,
yakni:

1) Adanya kebijakan dari pimpinan Polr terkait kouta didik Akpol dan
SIPSS T.A. 2018 yang semula kuota didik Akpol 250 orang menjadi
257 orang dan kouta didik SIPS5 semula 50 orang menjadi 83 orang;

2) adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS dan pemerintah
sampal dengan tahun 2019, namun pada ftahun 2018 Polri
mendapatkan kuota penerimaan PNS terbatas sebanyak 558 orang.
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Tetapi dari kuota sebesar 559 orang hanya dapat direkrut sabanyak

497 orang dikarenakan minimnya animeo pendaftar yang memenuhi

syarat, khususnya untuk menglsi formasi di wilayah Indonesia Timur,

Dar segi indikator kinerja untuk jumiah peserta pendidikan
pengembangan kepemimpinan, pendidikan pengembangan spesialisasi
dan pendidikan alih golongan, pada tahun 2017 SSDM Polri mencatatkan
tingkat realisasi sebesar 12.885 orang dengan tingkat capaian sebesar
116,8% dengan rincian realisasi Lemhannas sebesar 125%, realisasi
Sespimti sebesar 124.4%, realisasi Diklatpim | sebesar 480%, realisasi
Sespimmen sebesar 152.4%, realisasi Diklatpim || mencapai 840%.
realisasi SIP tercapai sebesar 138.4%, realisasi Diklatpim |V hanya tercapai
80%, realisasi Alih Golongan tercapal 100%, UDKP PNS tercapai 100% dan
Dikbangspes tercapai 120.5%. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi
peserta pendidikan pengembangan kepemimpinan, pendidikan
pengembangan spesialisasi dan pendidikan alih golongan pada tahun 2017
tercapai 100% ke atas kecuall Diklatpim IV hanya tercapai 30%. Kegagalan
dalam mencapai target untuk peserta Diklatpim IV dikarenakan adanya pola
pendidikan di dalam dan di luar kampug, sehingga ada beban biaya
transportasi yang harus ditanggung cleh peserta terutama PNS diluar Pulau
Jawa mengingat pendidikan dilaksanakan terpusat di Pusdikmin Lemdiklat
Paolri, sedangkan di sisi lain ada pemikiran bahwa pola pembinaan karir PNS
Palri masih belum optimal memberikan kesempatan bagi PNS untuk
mencapal pangkat secara maksimal, sehingga mengikuti Pendidikan
dianggap kurang menjajikan bagi pengembangan karir.

Kemudian untuk tahun 2018, SSDM Polri mencatatkan realisast
sebesar 12.772 orang dengan tingkat capaian sebesar 123,5% dengan
rincian: realisasi Lemhannas sebesar 185% atau nalk 80 % dibanding tahun
2017: realisasi Sespimti sebesar 104 4% atau turun 20%; realisasi
Diklatpim | sebesar 520% atau naik 40 %: realisasi Sespimmen sebesar
115,9% atau turun 36,5 %: realisasi Diklatpim Il sebesar 353,3% atau turun
2867 %: realisasl SIP sebesar 165,8% atau najk 27,2 %, realisasi Dikiatpim
IV tercapal 100% atau naik 10 %; realisasi Alih Golengan tetap tercapai
100%: UDKP PNS hanya tercapai 89,7% atau turun 10,3%; dan

Dikbangspes sebesar 126,5% atau naik 6%. Berdasarkan data tersebut
13
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maka realisasi peserta pendidikan pengembangan kepemimpinan,
pendidikan pengembangan spesialisasi, dan pendidikan alih golongan rata-
rata pada tahun 2018 tercapai 100% ke atas kecuali UDKP PNS hanya
tercapai 89,7%. Kegagalan dalam mencapal target untuk peserta UDKP
PNS dikarenakan banyak peserta yang tidak memenuhi persyaratan ketika
mengikuti seleksi tes kompetensi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksanaan Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri pada Polri
Berbasis Kompatensi

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA AL 118
SSDM POLRI REALISASI | CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN
Fersentass input dats panambshen
yang maias karena pindah lugas,
maninggal dunia, pensiun/PTOH, 8% 1231% 100% 100%

PODA dan penambahan peraone]
mifake Sislam Informasi Personel
Falr {SIPF)

Jumlah jenis jabatan yang
dilakukan ui kompetensi melalui L o 1oee 100%

_kegiatan assessment centar

Jumiah penambahan tenaga 24 480% 12 240%
ASSOESOF .

dumlah peserta yang mengikut] ujl

kompetens| melalul kegiatan 163 108, 213 125.2%

assesamiil canfer

Strategi program ketiga adalah terlaksananya pola pembinaan karir
pegawal negeri pada Poiri berbasis kompetensi dengan pendekatan merit
system yang didukung dengan Tl secara dinamis dan terintegrasi.

Dalam mengukur keberhasilan strategi program *Terlaksananya pola
pembinaan karir pegawal negen pada Polri berbasis kompetensi dengan
pendekatan ment sysfem yang didukung dengan Tl secara dinamis dan
terintegrasi”, SSDM Polri menerapkan tiga indikator pada tahun 2017 dan
2018 dengan menggunakan indikator yang sama sekall berbeda untuk
tahun 2018.

Dari segl indikator kinerja untuk persentase input data penambahan
yang mutasi karena pindah tugas, meninggal dunia, pensiun,
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan penambahan personel
melalui sistem informasi personel Polri (SIPP). SSDM Pold pada tahun
2018 mencatatkan realizasi sebesar 100 % dengan target capaian sebesar
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100%, Kemudian untuk tahun 2018 input data hasil diktuk dengan indikator
yang telah direvisi, S5DM Polrn mencatatkan realisasi sebesar 100%
dengan target capaian sebesar 100%.

Kemudian untuk tahun 2018 untuk indikator jumiah jabatan yang
dilakukan uji kompetensi melalui kegiatan assessment center, SSDM Palri
mencatatkan realisasi sebanyak 12 jabatan dengan fingkat capaian
sebesar 240%. Keberhasilan SSDM Polri melebihi target ini dikarenakan:
1) adanya program gquick wins Kapolri yang mengamanatkan untuk

dilakukan promosi jabatan di lingkungan Poln dilakukan promosi

jabatan terbuka;

2)  meningkatnya jumiah permintaan dari Satker/Satfung di tingkat Mabes
Poln dan kewilayahan untuk pengisian jabatan di fungsi masing-
masing melalui uji kompetensi;

3) dilakukan uji kompetensi baru yaitu untuk jabatan ADC Kapolri dan
Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.

Dari segi indikator kinerja untuk jumlah penambahan asesor, SSDM
Palri mencatatkan realisasi sebanyak 213 orang dengan tingkat capaian
sebesar 1252%. Keberhasilan SSDM Polri mencatatkan realisasi yang
lebih besar darni target dikarenakan adanya tingginya animo calon asesar
baik di wilayah maupun di Mabes Polr untuk mengikuti pelatihan asesaor.
Kemudian pada tahun 2018 untuk indikator kinerja jumlah peserta yang
mengikuti uji kompetensi melalui kegiatan assessment cenler, SSDM Paolr
mencatatkan realisasi sebanyak 4.059 orang dengan tingkat capaian
sebesar 225 4% Keberhasilan SSDM Polri melebihi target ini dikarenakan:
1) adanya tes kompetensi melalui assessment center untuk calon

peserta Diklatpim, Sespimma, Pendidikan Alih Gelongan (PAG), dan

51, 852, 83 STIK-PTIK yang sebelumnya tidak ada tes kompetensi;
2) adanya tes kompetensi melalui assessment center untuk calon

peserta jabatan terbuka Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri dan

calon ADC Ibu Kapolri.
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Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Profesi Pegawai Negeri
pada Polri

Strateqi program keempat adalah terwujudnya peningkatan

kesejahteraan dan kemampuan profesi pegawai negeri pada Poiri melalul
pelayanan hak, perawatan serta pengakhiran dinas secara proaktif dan
proporsional. Dalam mengukur keberhasilan strategl ini, SSDM Poalri
menerapkan jumiah indikator kinerja yang berbeda antara tahun 2017
dengan tahun 2018,

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA | 2017 | it
SSOM POLRI REALISAS! | CAPAIAN | REALISAS! | CAPAIAN

Bertambannya jurrish anggote
Polri yang terdaftar calam
|_program layanan kesshatan B85

g% 121% 100% 100%

Bertambahmya jumlah angasia
Palr yang mendapatkan
pelayanan perumahan melalui
kerjasama dengan kamanierian 9% 100, 100% W00
pekeraan umum dan parumatsn
rekyet, Asabri™EPF sera
perugshazn pengamban

| perumahian

Jumniah anggeda Poln yang
mengikuti pembekalan dan
pedatinan keteramplisn Khusus
untuk mempersagkan mesa

| purna lugaaipensiun

24 4B0% iz 24 0%

Berdasarkan tabel di atas, terihat bahwa pada tahun 2018 terdapat
dua indikator kinerja yang tidak tercatat realisasi dan tingkat capaiannya.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 terjadi revisi indikator kinerja untuk
tahun 2018. Pada tahun 2017, SSDM Polri berhasil mencatatkan tingkat
capaian kinerja dengan baik. Terdapat dua indikator kinerja yang tingkat
capaiannya melebihi 100%, bahkan ada yang mencapai hingga 2.028%.
Begitu pula pada tahun 2018, SSDM Polri berhasil mencatatkan tingkat
capaian mencapai 138% untuk indikator kinedanya.

Dari segi indikator kinerja untuk bertambahnya jumlah anggota Palri
yang terdaftar dalam program layanan kesehatan BPJS, pada tahun 2017
SSDM Polri mencatatkan realisasi sebesar 23.207 orang dengan tingkat
capaian sebesar 210,9%, Keberhasilan SSDM Polri melebihi target ini
dikarenakan meningkatnya intake anggota Polri dan meningkatnya anggota
Polri yang menikah.
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Dari segi indikator kinerja untuk bertambahnya anggota Polri yang
mendapatkan pelayanan perumahan melalui  kerjasama dengan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Asabri/YKPF serta
perusahaan pengemban perumahan, pada tahun 2017 SSDM Poiri
mencatatkan realisasi sebesar 400 dengan tingkat capaian sebesar 42,1%.
Belum tercapainya target ini disebabkan cleh faktor eksternal, yartu®
1) anggota Polri kurang berminat karena jarak yang relatif jauh dari

kantor,;

2)  YKPP hanya melayani permohonan BUM KPR untuk perumahan yang
bekerjasama dengan YKPF,

3) persyaratan yang diajukan tidak lengkap, rata-rata pemohon BUM
KPR Hanya melampirkan SP3k;

4) pengembang menghendaki pencairan langsung, sedangkan aturan
menyatakan bahwa pencairan diberikan kepada pemohon dalam hal
ini anggotaPNS Poln.

Dari segi indikator kinerja untuk jumlah anggota Polri yang mengikuti
pembekalan dan pelatihan ketrampian khusus untuk mempersiapkan masa
purna tugas/pensiun, pada tahun 2017 SSDM Polri mencatatkan realisasi
sebesar 0.120 orang dengan tingkat capaian sebesar 2.028%.
Keberhasilan SSOM Polri yang jauh melebihi target ini dikarenakan adanya
kebijakan pimpinan untuk menyiapkan anggota Polri yang masa dinas tiga
tahun menjelang pensiun agar memiliki ketrampilan wirausaha.
Implementasi kebijakan ini sebelum tahun 2015, pelatihan keterampilan
(latram) hanya dilaksanakan di Mabes Polri. Pada tahun 2015 perwakilan
personel Polr dari Polkda dengan masa dinas dua tahun menjelang pensiun
sebanyak dua orang, mengikuti latram di Mabes Polri.

Pada tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan latram terhadap seluruh
parsonel Polri dengan masa dinas tiga tahun menjelang pensiun di seluruh
Polda. Kemudian untuk tahun 2018 dengan indikator kinerja yang baru,
yaitu jumliah anggota Paolri yang mengikuti pembekalan dan latram khusus
untuk mempersiapkan masa puma tugasfpensiun, SSDM Poaln
mencatatkan realisasi sebesar 627 orang dengan tingkat capaian kinerja
mencapai 139%. Keberhasilan SSDM Polri melampaui target ini didukung
dengan keberadaan dari kebijakan pimpinan untuk menylapkan anggota
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Polri yang masa dinas figa tahun menjelang pensiun agar memiliki
ketrampilan wirausaha,

Pelaksanaan Pelayananan Psikologi Kepolisian kepada Pegawai
Negeri pada Polri

Strategi program kelima adalah terlaksananya pelayanan psikologi
kepolisian kepada pegawai negeri pada Polri dan masyarakat secara
profesional, transparan dan akuntabel. Dalam mengukur keberhasilan
strategi program ini, SSDM Polri menerapkan empat indikator kinerja.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2017 2018 _
SSDM POLRI REALISASI | CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN

Jurriah tersanghks, saksd, dan
korban tindak pidana koaflk sesial
dan bencana alam yang 790 250,05 % 256, 7%
mandapatkan bantuan peikologl
(pendampingan konssling dan
fraurra Neding)

Jumniah parecnsd Folri vang
meanglkul keglatan klasikasi dan
: oo

Jumiah parsonsd Paolr yang
mengikull pemariksamn prikologi G9.938 00.E% 52,850 83.9%

bagi calon pemegang senpi organic

Jummizh naskah mater tes (haere
tes} pelalog yang dizusun dalsm 12 150 15 187 500
kegiatan seleksi Dikiuk dan
Dikbasng Polri

18.778 JTE 9% £8.828% B0, 0%%

Berdasarkan tabel di atas, dari segl indikator kinerja untuk jumlah
tersangka, saksi, dan korban tindak pidana konflik sosial dan bencana alam
yang mendapatkan bantuan psikologi (pendampingan, konseling dan
frauma healing), pada tahun 2017 SSDM Poli mencatatkan realisasi
sebasar 750 orang dengan tingkat capalan sebesar 250%. Keberhasilan ini
dapat tercapai karena pada tahun 2017 ini adanya pembekalan psikologi
anggota Brimob Pelri yang telah melaksanakan tugas operasi Tinoembala di
Palu sebanyak 540 orang. Kemudian untuk tahun 2018, SSDM Polri
mencatatkan realisasi sebesar 770 orang dengan tingkat capaian sebesar
256%. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya pembekalan psikologi
anggota Polri yang sedang dan telah melaksanakan tugas operasi
kepolisian di Poso (Tinombala) sebanyak 613 orang.
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Darl segi indikator kinerja untuk jumiah personel yang mengikuti
kegiatan klasifikasi dan mapping psikologi, pada tahun 2017 SSDM Polri
mencatatkan realisasi sebesar 18.779 orang dengan tingkat capaian
sebesar 372.9%. Angka realisasi tahun 2017 lebih kecil dibandingkan
dengan tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 terdapat kebijakan untuk
melakukan mapping psikologi kepada anggota Polri, sehingga pada tahun
2016 terdapat kenaikan jumlah personel yang melaksanakan mapping.
Kemudian untuk tahun 2018 dengan indikator yang sama, SSDM Polri
mencatatkan realisasi sebssar 28,628 orang dengan tingkat capaian
sabesar B09%. Keberhasilan SSDM Polri jauh melebihi target ini karena
pada tahun 2018 terdapat kebijakan untuk melakukan mapping psikolog]
kepada anggota Polrl, sehingga terdapat kenaikan jumiah personel yang
melaksanakan mapping.

Dari segi indikator kinerja untuk jumiah personel Polri yang mengikuti
pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api organik, pada tahun
2017 SSDM Polri mencatatkan realisasi sebesar 59.838 orang dengan
tingkat capaian sebesar 90,8%. Tidak tercapainya target kinerja ini
dikarenakan adanya kebijakan pendistribusian senjata organik Pelri yang
lebih selektif dengan persyaratan ketat dibanding sebelumnya, sehingga
kebijakan ini tentunya berdampak langsung pada berkurangnya personel
Polri atau calon pemegang senpi organik yang mengikuti pemeriksaan
psikologi. Kemudian untuk tahun 2018, SSDM Polri mencatatkan realisasi
sebesar 62 899 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83,8%. Tidak
tercapainya target kinerja ini dikarenakan masih berlakunya kebijakan yang
diterapkan pada tahun sebelumnya.

Dari segi indikator kinerja untuk jumiah naskah baterai tes psikologi
yang disusun dalam kegiatan seleksi diktuk dan dikbang Polr, SSDM Polri
pada tahun 2017 mencatatkan realisasi sebesar 12 naskah dengan tingkat
capaian sebesar 150%. Keberhasilan ini dapat dimungkinkan karena
adanya beberapa faktor pendukung yaitu:

1) terdukungnya anggaran penyusunan empat naskah baterai tes seleksi

Pendidikan Sespimti, Lemhannas, Diklatpim Il, dan SIP Sus penyidik;
2) adanya kebijakan untuk seleksi Diklatpim Il harus ada tes psikelogi

seperti tes Dikbangum di lingkungan Polri.
1e
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Kemudian pada tahun 2018, SSDM Poln mencatatkan realisasi
sebesar 15 naskah dengan tingkat capaian sebesar 187 ,5%. Keberhasilan
SSDOM Polri melampaul target ini dikarenakan terdapat adanya beberapa
faktor pandukung yaitu:

1) terdukungnya anggaran penyusunan tujuh naskah bateral tes seleksi

Pendidikan Sespimti, Lemhannas, S-1 PTIK, 5-2 & 5-3 PTIK, Diklat -

Pim Il, SIP Sus Penyidik dan CPNS:

2) adanya kebijakan untuk seleksi S-1 PTIK dan 52-53 PTIK harus ada
tes psikologi seperti tes Dikbangum lainnya di lingkungan Polri,

Capaian Kinerja Fungsi SDM T.A. 2020-2021 pada Renstra SSDM 2020-2024
Pada tahun 2020, SSDM Poln menetapkan tujuh sasaran strategis sebagai
bentuk dari komitmen SSDM Polr untuk semakin bergerak menciptakan sumber
daya manusia pada organisasi kepoligian yang professional. Pengembangan
sasaran strategis SSDM Polri juga dimaksudkan untuk terwujudnya SSDM Polri
yang akuntabel, yaitu satuan kerja yang memiliki arah kerja serta tolok ukur
kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berangkat dari visi-
misi SSDM Polri yang bertanggungjawab dalam menciptakan SDM Palri yang
berkualitas dan berdaya saing melalui penyelenggaraan sistem dan manajemen
SDM yang berkeunggulan. Ketujuh sasaran strategis SSDM Polri untuk periode
2020-2024 ini diberi penjelasan secara menysluruh mengenal indikator-indikator
kinerja yang berhasil dibentuk dari setiap sasara strategis yang telah disepakati
dan ditetapkan oleh SSOM Poiri sebanyak tujuh indikator kinerja utama (IKU) dan
dua indikator kinerja pendukung (IKP), yaitu sebagai berikut:
Capaian Sasaran Strategis dalam Renstra SSDM pada Tahun 2020.
a. Profesionalisme SDM
Sasaran strategis pertama adalah Profesionalisme SDM dengan
indikator kinerja utama (IKU1) Indeks Profesionalitas SDM yang diukur
dengan empat indikator kinerja, yailu: perseniase pelaksanaan rekrutmen
dengan prinsip BETAH dan proaktif; persentase uji kompetensi jabatan;
nifai rata-rata SMK anggota Polri dan nilai rata-rata PPK PNS Polri: dan
persentase pemberian reward.
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INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 0 A
551 PROFESIONALISME SDM GKA
: TARGET | REALISASI | . APAIAN |
| Indeks Profesionalitas SOM 7240 43 24 B9 T2%
. Persentase petaksanaan rekrutmen
__dengan prinsip BETAH dan proaktif S 0% i
Persentase ujl kompetensi jabatan E% 13,84% 232%
Milai rata-rata SMEK anggota Faolrd T4 - 7135 105%
Nilai rata-rata PPK PNS Polri T8 85,556 110%
Persentase pembenan reward. 5% 6,83% 137%

Berdasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait indikator kinera

utama Indeks Profesionalitas SDM Polri di tahun 2020 belum mencapai
target. Capaian kinerja Indeks Profesionalitas SDM Poiri di T A 2020
berada di angka 43,24 dari target 7240 atau tingkat capaian di level
59,72%. Belum tercapainya target kinerja Indeks Profesionalitas SDM Polri
bukan semata-mata karena Polr tidak bekena, namun disebabkan clah

baberapa hal, yaitu:

1)

'y

pada saat Indeks Profesionalitas SDM Palri ini diterapkan, Polri masih

menerapkan kebijakan zero mimimum growth, yang dapat

mempengaruhi kinerja dari variabel Rekrutmen BETAH. Terbukt
bahwa tingkat capaian dan Rekrutmen BETAH T.A. 2020 ini hanya

sekitar 4,18% dari jumlah target kebutuhan personel TA. 2020

sebesar 65 % berdasarkan perhitungan DSP dan Riil anggota Poln

atau kinerja tersebut pada tingkat capaian SDM Polri ada di level

§,43%. Pencapaian target jumlah rekrutmen calon anggota Polri tahun

2020 adalah Akpol 250, SIPSS 75, Bintara 11.333 dan Tamtama §16.

Untuk variabel lainnya, kinerja dari SS0OM Polri sudah melebihi target.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa untuk ketiga variabel lainnya, SSDM

Poiri mencatatkan tingkat capaian di atas 100%, yaitu:

a) Capaian kinerja pada variabel Kompetensi melalui Uji kompetesi
Jabatan (assessment) sebesar 13.84% dari target 6% atau kinerja
tersebut pada tingkat capaian SOM Polri ada di level 232%.

b} Capalan kinerja pada variabel Kinerja melalui penilaian SMK
untuk Anggota Polri sebesar 77,35 dari target 74 dan PPK untuk
PNS Polri sebesar B5,55 dari target 78 atau kineda tersebut pada

a1
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tingkat capaian SDM Polri ada di level 105% untuk SMK dan
110% untuk PPK.
c) Capaian kinerja pada variabel reward sebesar 8,83% dari target
5% atau kinerja tersebut pada tingkat capaian SDM Polri ada di
level 137%.

3) Meskipun pada tiga variabel yaitu kompetensi, kinerja dan reward

mempercleh capaian melebihi target, namun capalan variabel

rekrutmen BETAH yang jauh dibawah target berpengaruh signifikan

pada capaian Indeks Profesionalitas SDM Polri T.A. 2020,

4) Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Indeks
Profesionalitas SDM Polri T.A. 2020 terdapat beberapa kendala
seperti pada aspek kompetensi, ada beberapa Polda yang hasil
perhitungannya terhitung minus. Setelah ditelusuri, ternyata angka
minus tersebut disebabkan oleh anggaran untuk giat indikator tersebut
terkena re-focusing anggaran, sehingga fidak dapat dilaksanakan
walaupun kegiatan tersebut masuk menjadi kegiatan prioritas atau
Indikator Kinerja Utama (IKU) SDM.

Agar dapatl dilakukan peningkatan capaian Indeks Profesionalitas
SDM Polri atas target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan langkah-
langkah analisa dan evaluasi untuk dapat memperbaiki kinerja di empat
tahun berikutnya sesuai dengan target dalam Renstra SSDM Poln Tahun
2020-2024, yakni:

1) Kebijakan Zero Minimum Growth yang masih diterapkan di lingkungan
Polri saat ini akan menghambat kinerja SSDM Paolr, khususnya di
vanabel Rekrutmen BETAH, karena tidak akan mampu mencapai
tingkat pemenuhan anggota Poln minimal 85 %. Karena kebijakan
Zero Growth ini tidak relevan dengan variabel Rekrutmen BETAH,
maka sudah sewajamya bagi Polri untuk tidak memberlakukan
kebijakan Zero Growth untuk setidaknya di periode 2022-2024. Hal
ini perlu dilakukan melalui upaya perumuskan naskah akademik kajian
perubahan rekrutmen anggota Polri dari sistem Zero Growth menuju
sistem Normal Growth pada rekrutmen anggota Polri karena masih
berbasis perhitungan DSP dan Riil, agar jumiah inlake anggota Paolri
lebih banyak dibandingkan jumiah susut BUP dan Non-BUP, sehingga
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dapat mendapatkan postur Polri yang mendekati ideal di dalam
kondisi lingkungan strategis yang dinamis dan pengaruh Mega Trend
2045,

Z) Target dalam variabel pelaksanaan rekrutmen dengan prinsip BETAH
dan proakiif tidak lagi menggunakan persentase, tapi langsung
menantukan target jumlah rekrutmen calon anggota Polrl setiap tahun,
baik Akpol, SIPSS, Bintara maupun Tamtama Polri.

3) Sebagian besar Polda yang mendapatkan angka rendah di Indeks
Profesionalitas SDM Poln mengeluhkan ketiadaan anggaran untuk
menopang kegiatan karena memang lingkungan strategis yang fidak
mendukung di tahun 2020, seperti kebijakan refocusing yang
memangkas dukungan anggaran, termasuk pada kegiatan pricritas,
Hal ini perlu dilakukan sosialisasi kembali target dalam Renstra SSDM
Poli Tahun 2020-2024, program prioritas Polri, dan kebijakan-
kebijakan terkait perencanaan dan fungsi penganggaran, kepada
pengemban fungsi SDM pada Satker Mabes Poln dan satuan
kewilayahan.

b. Terpenuhinya SDM Polri Pada Masing-Masing Unit/Satker Di Tingkat
Pusat Sampai Daerah
Sasaran strategis kedua adalah pemenuhan SOM Polri pada masing-
masing unit/satkerdi tingkat pusat sampai daerah, dengan indikator kinerja
utama (IKU2) persentase pemenuhan kebutuhan personel pada masing-
masing unit'satkerdi tingkat pusat sampai daerah, sebagai parameter dalam
mengukur Kinerja dari S5DM Polri dalam memenuhi jumiah personel pada
masing-masing satuan kerja. IKU ini mengukur kebutuhan personel pada
titik-titik pelayanan publik, rasionalisasi, dan realokasi personel Polr tingkat
Mabes serta polda ke polres dan polsek untuk tugas pelayanan, database
Pastur Polr sesual dengan kondisi saat ini dan yang akan datang, serta
menata proporsl jumlah personel Poli yang menglkuti pendidikan
pangembangan umum dan meningkatkan pendidikan pengembangan
spasialisasi.



PIRAN KEP AS KA
NOMOR__ KEP! 1048 (VII2022
TANGGAL: 25 JUL| 2022

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA
S52 TERPENUHINYA SOM POLRI DI
UNITISATKER TINGKAT PUSAT SAMPAI|

[ TINGKAT
DAERAH TARGET | REALISASI | CAPAIAN

2020

Parseniase pamenuhan kebutuhan ‘
parsonel pada masing-masing unit'satker di £85% 5E6% 86,15%
tingkat pusat sampal daerah | __J

Bardasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait indikator kinerja
utama Persentase pemenuhan kebutuhan personel pada masing-masing
unit/satker di tingkat pusat sampai daerah di tahun 2020 belum mencapai
target Untuk kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan personel pada
masing-masing unit/satker di tingkat Pusat sampai daerah di tahun 2020 ini
sebesar 568% dari target 65%. Dengan Kinerja tersebut, maka tingkat
capaian SSOM Polri untuk Terpenuhinya SDM Pelr pada masing-masing
unit/satker di tingkat Pusat sampai daerah ada di leve! 86,15%.

Walaupun secara umum belum memenuhi target, namun ferdapat
beberapa satker Polda ataupun Satker Mabes yang capaiannya melampaul
capaian target di atas 100%, namun di sisi lain ada beberapa polda yang
capaian pemenuhan personel di bawah 45%. Hal ini yang kemudian periu
menjadi perhatian bagi SSDM Pelri untuk dilakukan keseimbangan
kebutuhan personel pada masing-masing unit/satuan kerja Mabes Polri dan
satuan kewilayahan, balk melalui rasionalisasi, realokasi maupun
redistribusi personel Polri serta dari rekrutmen minimal sebanyak 25.000
grang per tahun selama empat tahun ke depan dengan diawali perubahan
sistern rekrutmen calon anggota Polri darl zero growth ke normal growth,
sehingga intake anggota Polri akan lebih banyak dibandingkan susut BUP
dan Non BUP.

Tersedianya Kader Unggul Pimpinan Polri Di Semua Level

Sasaran strategls ketiga adalah tersedianya kader unggul pimpinan
Polri di semua level, dengan indikator kinera utama (IKU3) persentase
keutuhan jumiah tfalent pool, sebagai parameter yang digunakan untuk
mengukur kinerja dari S5DM Polri terkait dengan kompetensi dan kinerja
dari para anggota falent pool Poln.
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INDIKATOR CAPAIAN KINERJA S83 2020
TERPENUHINYA KADER UNGGUL
PIMPINAN POLRI DI SEMUA LEVEL TINGKAT
TARGET | REALISASI CAPAIAN
Persentase keutuhan jumiah faient pool | 98% 100% 101,01%

Berdasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait indikator Kinerja
utama persentase keutuhan jumlah talent pool di tahun 2020 telah
melampaui target, Untuk kinerja Persentase keutuhan jumlan talent pool di
tahun 2020 ini sebesar 100% dari target 88%. Dengan kinera tersebut,
maka tingkat capaian SSDM Polrl untuk Tersedianya kader unggul pimpinan
Polri di semua level ada di level 101,01%. Walaupun secara umum teiah
melampaui target. namun penyediaan falent pool masih terbatas pada
sumber lulusan Diktuk PA Akpol serta belum mengakomodir lulusan Diktuk
PA SIPSS dan lulusan Diktuk BA.

Terselenggaranya Pengkajian Dan Perumusan Strategi Pembinaan
SDM Polri

Sasaran strategis keempat adalah terselenggaranya pengkajian dan
perumusan strategi pembinaan SDM, dengan indikator kinerja utama (1KLi4)
persentase pemenuhan naskah pengkajian pengembangan SDM yang
menjadi kebijakan Polri, sebagai parameter dalam mengukur kinerja SSDM
Poli mengenai jumlah  kajlan pengembangan SDM  yang
diimplementasikan.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2020
S£54 TERSELENGGARANYA PENGKAJIAN
DAN PERUMUSAN STRATEGI TINGRAT
PEMBINAAN SDM POLRI TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Persentase pamenuhan naskah penghkajian
pangembangan S0M yang menjad| kebljakan 100% 108% 108%
Poiri

Bardasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait Indikator Kinerja
Utama pemenuhan naskah pengkajian pengembangan SDM yang menjadi
kebijakan Polri di tahun 2020 telah melampaui target. Untuk kinerja
Persentase pemenuhan naskah pengkajian pengembangan SDM yang
menjadi kebijakan Polr di tahun 2020 ini sebesar 108% dari target 100%.

Dengan kinerja tersebut, maka tingkat capaian SSDM Polri untuk
25
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Terselenggaranya pengkajian dan perumusan strategi pembinaan SDM
Polri ada di level 108%.

Walaupun secara umum telah melampaui target, namun ada

beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu:

1)

2]

Nomenklatur strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersusunnya
pengkajian dan perumusan strategi pembinaan SDM Polrl yang
obyektif, komprehensif, dan tenntegrasi disesuaikan dengan
nomenklatur dalam Peraturan Kapolri Nomor & Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat
Mabes Polrl, sehingga lebih terfokus pada pencapaian target kinerja
yang bersifat strategis dan tidak bias pada tataran teknis dan taktis.
Strategi perumusan dan pelaksanaan pembinaan sistem, metode dan
petunjuk pelaksanaan fungsi pembinaan SDM diselaraskan dengan
Peraturan Kapolri Nomor 88 dan 2020 tentang Sistem, Manajemen,
dan Standar Keberhasilan Pembinaan SDM yang Berkeunggulan dan
berbagai regulasi yang terkait.

Terselenggaranya Pembinaan Karier Personil Polri

Sasaran strategis kelima adalah terselenggaranya pembinaan karier

personel Poln, dengan dua indikator kinerja utama yaitu: IKUS persentase
peningkatan personel Polri yang mengikuti pendidikan pengembangan dan
IKUG persentase assesse penilaian kompetensi manajerial yang memenuhi
persyaratan sebagai parameter dalam mengukur kinerja SSDM Palri dalam

mengukur kinerja terkait dengan jumlah pegawai Polr yang mengikuti uji
kompetensi jabatan dan promosi jabatan berdasarkan kompetensi secara

terbuka melalui kegiatan assessment center.

INDIKATOR CAPALAN KINERJA
PEMBINAAN KARIER PERSONEL

555 TERSELENGGARANYA 020

POLRI TARGET | REALISASI | TINGKAT

' Parsentase peningkaten personel Polr
yang menglkut pandidikan 2% 13% T00%
pengembangan.

CAPAIAN |

Persentase assesss penilaian
kompetenst manajerial vang memenuhi a0% 20% 100%
persyaratan
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Berdasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait Indikator Kinerja

Utama:

1)

e

peningkatan personel Polri yang mengikuti pendidikan pengembangan
di tahun 2020 telah melampaui target. Untuk kinerfa Persentase
peningkatan personel Polri yang mengikuti pendidikan pengembangan
di tahun 2020 inl sebesar 14% dari target 2%. Dengan kinerja tersebut,
maka tingkat capaian SSDM Palr untuk Terselenggaranya pembinaan
karier personel Polri ada di level 700%,

Asesse penilaian kompetensi manajerial yang memenuhi persyaratan
di tahun 2020 telah melampaui target. Untuk kinerja Persentase Asesse
penilaian kompetensi manajenal yang memenuhi persyaratan di tahun
2020 inl sebesar 0% dari target 90%. Dengan kinerja tersebut, maka
tingkat capaian SSOM Polri untuk Terselenggaranya pembinaan karier
personel Polri ada di leve!l 100%

Walaupun secara umum telah melampaui target. namun ada beberapa

hal yang perlu perhatian, yaitu:

1}

Z)

3)

4)

Meningkatnya animo dengan seleksi menggunakan hasil penilaian 13
komponen dan kebijakan menempatkan posisi PNS Polri sebagai
komplemen dan bukan lagl sebagai suplemen anggota Polri.

Tingkat animo yang menurun untuk mengikuti seleksi 51, 52, dan 52
aTlK, karena jaminan keberanjutan pembinaan karer setslah lulus
sekolah kedinasan belum optimal, terutama penyetaraan lulusan
sekolah kedinasan ataupun matrikulasi, sehingga memiliki peluang dan
perlakuan yang sama dengan lulusan Dikbangum Paolri.
Bagpenkompeten Biro Binkar SSDM Poln fidak menyelenggarakan
assessmen! untuk gelongan Pama Polri dan assessment untuk Pati
Polri baru direncanakan dilaksanakan di tahun depan.
Penyelenggaraan promosi |abatan terbuka masih terbatas dan
sebagian besar untuk menempati ruang jabatan yang kurang diminati
oleh PatilPaman Polri.
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Terselenggaranya Pambinaan Dan Pelayanan Hak-Hak Anggota Dan
PNS Polri

Sasaran strategis keenam adalah terselenggaranya pembinaan dan

pelayanan hak-hak anggota Polr dan PNS Polri, sebagai parameter untuk
mengukur kinerja SSOM Polr dalam menyelenggarakan pemenuhan hak-
hak anggota dan PNS Polrl yang meliputi pembinaan rohani, jasmani,
latihan ketrampilan calon purnawirawan Palr, profil klinis psikologi. tanda
jasa, pelayanan ljin ibadah, cuti, gajl berkala, kenalkan pangkat, jaldis
mutasi, dan penyediaan perumahan,

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA
556 TERSELENGGARANYA 2020
PEMBIMAAN DAN PELAYANAN
HAK-HAK ANGGOTA DAN PNS TINGHAT
POLRI TARGET REALISASI CAPAIAN
Tingkat pemenuhan hak-hak anggola
dan PNS Pairl 65% Ta% 112.3%
Perzentase palaksanaan keglatan
Bintoh 100% TT% 7%
Perzsentase pamhbinaan jasmani
anggata Polr B5% Th% %1.8%
FPersentase [atram calon
pumawirawan Palri 42% TH% 185%
Parsantase profl klinis psikclogi bagi I I
perscnel Polri 2R £ St
Persentase pemberian tanda jasa
anggeta dan PNS Polri 42% % | e
Persentase pemberan ijin ibadah 1.1% 47% 4,200, 72%
Perseniase pemberan cull 25% Ta% 282%
Persentese pemberian gaji berkalka B0% Ba% 110%
Persantase kenaikan pangkat B0% B1% 113, 75%
| Persentase pelayanan jakdis muiasi B0% BO%E 100%%
| Parsantase pelayanan perumahan 5% 38% TENG

Berdasarkan tabel di atas, kinerja SOM Poaln terkait Indikator Kinerja
Utama Tingkat Pemenuhan Hak-Hak Anggota dan PNS Poln di tahun 2020
sudah mencapai target Untuk kinera Tingkat Pemenuhan Hak-Hak
Anggota dan PNS Polri di tahun 2020 ini ada di level 73% dari target 65%,
Dengan kinerja tersebut, maka tingkat capaian S5DM Polri untuk Tingkat
Pemenuhan Hak-Hak Anggota dan PNS Polr ada di level 112,3%,

I8
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Walaupun sudah memenuhi target, namun untuk beberapa variabel
masih terdapat satker Polda ataupun Satker Mabes yang capaiannya
masih belum memenuhi target nasional. Hal ini yang kemudian peru
menjadi perhatian bagl S30OM Polri untuk di kemudian hari leblh dapat
memperbaiki kualitas pemenuhan hak-hak anggota dan PNS Polri, yaitu:
1)  Pelaksanaan kegiatan Binroh.

2) Pelaksanaan Pembinaan Jasmani.
3)  Pelayanan Pemberian Tanda Jasa.

Terwujudnya Tata Kelola SSDM Yang Bersih Dan Transparan

Sasaran strategis ketujuh adalah terselenggaranya tata kelola SSDM
yang bersih dan transparan, dengan dua indikator kinerja pendukung yaitu:
IKP1 nilai SAKIP SSDM dan IKP2 nilai kinerja anggaran SSDM, sebagai
parameater dalam pengukuran nilal SAKIP yang diberikan APIP kepada
SSDM Palri.

INDIKATOR CAPAIAN KINER.JA 2020
557 TERWUJUDNYA TATA KELOLA
YANG BERSIH DAN TRANSPARAMN TINGKAT
| TARGET | REALISASI CAPAIAN
Milai SAKIP S50OM 70,10 71,78 102,39%
Nilai kinerja anggaran S5DM 82,10 8570 103.45%

Berdasarkan tabel di atas, kinerja SDM Polri terkait indikator kinerja
pendukung:

1) nilai SAKIP SSDM Polri di tahun 2020 felah melampaui target. Untuk
kinerja nilai SAKIP SSDM di tahun 2020 ini sebesar 71,78 dar target
70.10. Dengan kinerja tersebut, maka tingkat capaian S5DM Palri
untuk nilai SAKIP ada di level 102,39%.

2) nilai kinerja anggaran SSDM Polri di tahun 2020 telah melampaui
targat, Untuk kinerja nilai kinerja anggaran SS0OM di tahun 2020 ini
sebesar 85,70 dar target 92,10. Dengan kinera tersebut, maka
tingkat capaian SSDM Polri untuk nilai kKinerja anggaran ada di level
103,45%.



FiR M LRI
N CKER 1
L2 22

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinesja adalah:
1) Nilal SAKIP SSDM Polri

a) penyusunan produk perencanaa oleh tim pokja melibatkan
perwakilan personsl yang berkompeten pada seluruh biro
SSDM Polri,

b) permintaan saran masukan kepada para Karo SDM pada SSDM
Polrl untuk perbaikan dokumen sebelum pengesahan;

¢) selalu berkoordinasi dengan bagian/fungsi terkait untuk
perbaikan dokumen perencanaan.

2) Nilai Kinerja Anggaran S5DM Polri

a) penyampaian Berita Acara Penelitian Penggunaan Anggaran
(SMAP dan OMSPAN) yang tepat waklu, sehingga dapat
segera dilakukan perbaikan apabila terdapat kendala dalam
input data dalam aplikasi SMAF maupun dalam pelaksanaan
anggaran,

h) pencairan anggaran tepat wakiu sesuai RDP (Rencana
Penarikan Dana),

¢) adanya pendampingan untuk Satker Mabes apabila terdapat
kendala dalam pelaksanaan, sehingga memudahkan dalam
berkoordinasi untuk pemecahannya;

d) melakukan percepatan anggaran dengan memberikan petunjuk
dan arahan pada satker di lingkungan SSOM Polri, sehingga
penyerapan anggaran bisa maksimal.

Capaian Sasaran Strategis dalam Renstra SSDM pada Tahun 2021
a. Profesionalisme SDM
Sasaran strategis pertama adalah Profesionalisme SDM dengan

indikator kinerja utama (IKU1) Indeks Profesionalitas SDM yang diukur
dengan empat indikator kinerja, yaitu: persentase pelaksanaan rekrutmen
dengan prinsip BETAH dan proaktif, persentase uji kompetensi jabatan; nilal
rata-rata SMK anggota Polri dan nilai rata-rata PPK PNS Polri; dan
persentase pemberian reward.
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INDIKATOR CAPAIAN KINERJA _ 2021 o
551 PROFESIONALISME SDMW TARGET | REALISAS! | TINGKAT CAPAIAN

indeks Fm[sﬁlnnallm S0 7576 | 84,00 110,89%

Peigentase pelaksanaan

rekrutmen dengan prinsip BETAH 68% 148 B4% %

dan proaktif

Persantase uji kompetans! 7% 105.40% %

jabatan o = ;

Nilai rate-rata SMK anggota Polri 76 £8,20 81,06%

Milgi rata-rata PPK PNS Paln Ta 83,56 b

Persantase pemberian reward. | 529 165% 8

Berdasarkan tabel di atas, kinerja SDM Pelri terkait indikator kinerja

utama Indeks Profesionalitas SOM Polri di tahun 2021 telah mencapai
target. Capaian kinera indeks Profesionalitas SDM Polri di T.A. 2021 berada
di angka 84,00 dari target 75,75 atau tingkat capaian di level 110,89%.
Tercapainya target kinerja Indeks Profesionalitas SDM Paolri disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pada aspek rekrutmen BETAH, capaian target meningkat karena ada
perubahan rumus penghitungan capaian target melalui perhitungan
berdasarkan jumiah realisasi per tahun dibagi jumiah target kebutuhan
personel per tahun dikalikan 100%: adanya kebijakan Pimpinan untuk
rekrutmen Akpol dari target 175 orang terealisasi 203 orang, SIP33
target 75 orang terealisasi 277 orang karena adanya penerimaan
SIPSS khusus dokter spesialis sebanyak 202 orang untuk
penanganan Pandemi Covid-19, dan Bintara target 10,650 orang
tereallsasi 16.083 crang.

Pada aspek kompetensi, capaian target meningkat karena adanya
permohonan keglatan Asessment Center jabatan dan seleksi
penugasan di luar negerl, yaltu Assessment Center Kepala/\Wakil
Satgas FPU, Assessment Center seleksi Ajudan Rl-2, Assessment
Center seleksi KPK.

Pada aspek Kinerja, capaian target nilai PPK PNS Polri meningkat
karena jurmiah PNS Polrl yang sudah input PPK telah mencapai 95,6%
dan nilai rata-rata PPK PNS Polri mayoritas di atas angka 80.

pada aspek disiplin, capaian target meningkat karena pemberan
reward meningkat, baik pada pemberian piagarm kepada personel

Polri promosi, piagarm penghargaan dan sekolah.
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Sedangkan realisasl yang masih di bawah target pada tahun 2021

adalah penilai SMK karena:

1) Tidak setiap anggota Poiri melengkapi data SMK pada setiap
semester/pariode.

2) Pengisian/update data SMK hanay pada saat akan diperiukan/ikut
Dikbang.

2. Potensi dan Permasalahan
a. Perubahan Lingkungan Strategis SDM Global

Perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat terhindarikan seiring
dengan berjalannya waktu dan seluruh aspek dar kehidupan, baik itu
individu maupun organisasi akan terkena dampaknya, termasuk dalam
urusan SDOM. Saat imi, baik organisasi dan individu dihadapkan pada situasi
dan kondisi yang rumit yang dikenal sebagai VUCA, atau Volalile,
Uncertain, Complex, dan Ambiguous.™ Mencuatnya VUCA mendorong
institusi kepolisian di dunia beradaptasi dengan pedekatan pemolisian yang
lebih terdepan, yaitu pemohsian prediktif (predictive policing). Urgensi ini
pun dirasakan Indonesia, sehingga dalam beberapa waktu ke depan periu
adaptasi secara komprehensif untuk menggenapi strategl yang telah
dibangun selama ini. Kosekuensi dari pendekatan ini secara fundamental
harus dimulai dengan membangun model kepamimpinan yang tidak hanya
tekun, tetapi juga siap dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat,
dan profesional di tengah kondisi VUCA yang dihadapi.

Untuk urusan manajemen SDM dalam menghadapi lingkungan yang
rumit seperti ini ada satu hal yang sangat krusial yang perlu diperhatikan,
yakni bagaimana mengurus talenta mereka. Yang dimaksud talenta ini
bukanlah sekedar manusia, melainkan manusia unggul yang memiliki
potensi  untuk berkembang atau manusia yang memang sudah
berkompeten. Bagi suatu organisasi, manajemen SDM menjadi penting
karena anggota dari organisasi harus selalu berkembang demi mampu
mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin rumit, terlebih lagi
saat ini situasi global sudah mengalami fase VUCA. Benar adanya bahwa

W The Furare of HR: Five Technology Imperatives, Accenture, 2014
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perkembangan teknologi pun sangat membantu organisasi dalam
menghadapl VUCA. Namun teknologi mutakhir apabila tidak diimbangi
dengan kompetensi dar talenta tentunya akan sia-sia. Untuk itu
perkembangan talenta periu sejalan dengan perkembangan teknologi.

Selain perlu untuk terus berkembang, pengelolaan SOM juga perlu
untuk memperhatikan prinsip efektif dan efisien.™ Hal ini diperlukan agar
pengelola SDM di setiap organisasi tidak semena-mena dalam
menggunakan anggaran. Terlebih apabila kegiatan yang dianggarkan
ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap organisasi. Untuk itu,
pengelola SDM di setiap organisasi perlu untuk lebih berpikir strategis
dalam mangelola SDM, baik itu aorganisasi yang bergerak di sektor privat
maupun sektor publik.

b. Perubahan Lingkungan Strategis SDM Sektor Publik

Organisasi yang bergerak di sektor publik dapat dipahami sebagai
organisasi-organisasi yang dimiliki oleh pemerintah, dibiayai oleh
pemernntah atau memiliki stakeholder utamanya merupakan otoritas yang
bermuansa politik.'® Namun demikian, pemahaman ini dapat berbeda-beda
di setiap negara, seperti misainya di negara Eropa terdapat ocrganisasi
kesehatan yang dikuasai oleh pemerintah, namun ada organisasi sejenis
yang dikuasal oleh privat di negara lainnya. Oleh karena kondigi yang
demikian, pemahaman tersebut dilengkapi dengan paham bahwa untuk
suatu organisasi dapat dianggap sebagai suatu organisasi saklor publik,
maka organisasi tersebut harus memiliki value publik.'” Dengan demikian,
suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi publik ketika
organisasi tersebut memberikan value bagi masyarakat,

Dalam memahami Konsep dar manajemen SDM pada organisasi
publik, perlu dipahami pula konsep dasar yang membedakan antara
organisasi publik dengan organisasi privat agar dapat membedakannya
secara holistik. Setidaknya terdapat tiga perbedaan karakteristik antara

1 fhid

8 Hal G. Rainey, Undersianding and Managing Pubiic Crganiations, (San Fransisco: John Wiley & Sons, 2009)
'" Mark H. Moore, Creatfng Public Volue: Strategic Monagensent in Governmens, (Cambridge: Horvard
University Press, 1995

33



LAMPIRAN KEPUTUSAN AS SOM KAPOLEI
F-
TANGGAL: 25 JULl 2022

organisasi publik dengan organisasi privat.’® Karakteristik pertama adalah
organisasi privat memiliki satu tujuan khusus yang sangat jelas, yaknl
mencar keuntungan, sedangkan tujuan dari organisasi publik adalah
menciptakan value bagl masyarakat secara luas.'® Karaklerstik kedua
berhubungan dengan bagaimana organisasi tersebut mangelola SDM-nya.
Organisasi publik memeriukan perangkat pengelolaan SDM yang khusus,
jika dibandingkan dengan keperluan dan organisasi privat. Tidak semua
praktik pengelolaan SDM dapat diimplementasikan pada organisasl publik
karena organisasi publik lebih rumit dibandingkan dengan organisasi privat,
Organisasi publik juga lebih sedikit menerapkan praktik motivation-
enhancing bagl para pekeranya® Karakteristik yang terakhir adalah
kurang jelasnya batasan sejauh mana pengelola dari organisasi publik
dapat memengaruhi kinerja dari pekerjanya, mengingat terdapat banyak
batasan otonomi berdasarkan regulasi dan prosedur.?’

Pada tatanan global, dengan berkembangnya teknologi maka sektor
publik pun menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal pengelolaan
SDOM. Setidaknya terdapat tiga tantangan yang dapat digambarkan, antara
lain: bagaimana mengembangkan potensi kepemimpinan dan generasi
baru untuk menggantikan generasi baby boomers; mendesain ulang
struktur organisasi deml menciptakan kKemampuan organisasi dalam
berdaptasi dengan lingkungan sirategis; dan memahami ulang apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat/stakeholder® Dalam menghadapi tiga
tantangan pengelolaan sumber daya manusia ini, langkah-langkah strategis
perfu untuk dimplementasikan. Setidaknya terdapat empat langkah utama
yang perlu untuk dilmplementasi, yakni: melakukan revitalisast terkait image
dari karyawan sektor publik demi menarik talenta-talenta unggul untuk
bekerja bagi sekotr publik, mengkaji dan mendesain ulang Standar
Operasional Prosedur di sektor publik demi memperbaiki kinarja organisasi,

" Duvid E. Guest, “Human Besource Managament And Performance: A Review And Research Agenda”, dalam
The (aternatione! Soernd of Human Resonree Managesant, val. 8, 1997, hal. 263

" Mark H. Moore, "Maaging for Value: Organizational Strategy in For-Profin, Nonprofiz, and Govemnmendal
Organirations”, dalem NMonpeoflr and Foluntary Sectar Quarterdl, vol. 209, 2009, hat. 1859-1590

* Geourge Boyme, Gleoville Jenking, Michee] Poale, "Human Resource Management in The Public and Private
Sectors; An Empirical Comparison”, dalam Public Adminiiramon, vol. 77, 1999

! Barry Bozeman, “A Theory of Government 'Red Tope™, dalam JSournal of Pubilic Administration Research
and Theory, vol, 3, 1993,

1 Top Human Capital Challenges for Public Secror HE, The Conference Boand of Canada, 2018
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pembaharuan konsep dari sumber daya manusia; dan peningkatan kualitas
dari employee experence,

Dalam mengambil langkah-angkah strategis tersebut, teknolog
memiliki peranan penting sebagai alat pendukung dari kegiatan tersebut,
Teknologi dianggap dapat mengubah cara pandang manusia terhadap
konsep dari manajemen SDM dan akan memiliki dampak selama satu
dekade ke depan? Dengan berdasarkan pada pemahaman bahwa
teknologi dan digitalisasi akan mengubah tatanan pengeloiaan SDM, maka
setidaknya terdapat tiga hal terkait perkembangan digital pada aspek
pengelolaan SDM, antara lain; data dan integrasi akan menjadi raja:
digitalisasi akan memberikan kekuatan kepada pekerja; dan cloud
computing akan memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi organisasi
untuk beradaptasi.®®

Kepolisian sebagal organisasi publik selalu berorientasi memberikan
pelayanan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat Oleh karenanya,
kehadiran postur kepolisian yang sesuai dengan harapan masyarakat
merupakan fakior penting dan utama untuk direalisasikan.

c. Sektor Publik di Indonesia

Di Indonesia, organisasi publik, khususnya organisasi pemerintahan,
sedang melewati suatu masa dimana organisasi publik dituntut untuk terus
berubah mengikuti perkembangan zaman yang cepat dan signifikan. Hal ini
tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mengalami
perkembangan yang cukup radikal dalam beberapa tahun terakhir. Dengan
perkembangan teknologi ini pula, banyak isu baru bagl sektor publik
Indonesia yang bermunculan. Isu-isu yang dimaksud antara lain terkait
dengan ketidakpuasan masyarakat dan pemberian pelayanan prima bagi
masyarakat, sesuatu yang sebelumnya belum pemah muncul bahkan
beberapa tahun setelah ditetapkannya Tap MPR Nomor. XIMPR/1988
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme dan Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1888 tentang

2 fhid
¥ Trands Reshaping The Future of HR: Digital Radically Disrupis SR, Accenture Strategy, Z013.
£ tbid,
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Penyslenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Kedua peraturan perundang-undangan ini merupakan upaya
ryata dar Indonesia dalam mewujudkan good governance, yang mana
secara tidak langsung menuntut para pejabatnya hingga staf paling rendah
untuk melakukan pembenahan,®

Sektor publik di Indonesia itu sendii pada tahun 2018 telah
mempekerjakan 4.351.480 orang sebagai Aparatur Sipil MNegara,®
875.750 orang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 443.378
orang sebagai anggota Polr #* Pada ada tahun 2020 jumiah anggota Polri
berdasarkan DSP sebanyak T25.737 orang dan jumlah riil anggota Polri
yang ada sebanyak 416,138 orang, sehingga terdapat kekurangan jumiah
personel Polri sebanyak 309.589 orang.”® Sementara tahun 2021 jumiah
riil anggota Polr yang ada sebanyak 430.928 orang atau bertambah
14,780 orang dibanding tahun sebelumnya, namun masih terdapat
terdapat kekurangan Jumlah personel Polri sebanyak 294.809 orang
dibanding DSP.*® Sedangkan pada Triwulan | tahun 2022 jumiah riil
anggota Polri yang ada sebanyak 428.033 orang atau menurun 1.895
orang, namun masih terdapat kekurangan jumlah personel Polri sebanyak
284 809 orang.? Dalam mengembangkan perkuatan anggota Paolri
dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, seperi
pengembangan struktur dan fungsional organisasi Polr, pembentukan 40
polres baru, peningkatan tipologi polda, kesiapan pengamanan pemilu
sarantak (pilpres, pileg, pilkada) tahun 2024, kesiapan pengamanan
pemindahan |bu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, penguatan
pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta
meyambut megafrend 2045, maka formasi anggota Polri idealnya
membutuhkan pemenuhan personel Polri sebanyak 33,802 orang setiap

*  Harls Faozan, “Mencermati Eksistensi Pelayanan Sektor Publik: Pergeseran Paradigma, Tantangan,
E'-'.ﬂpumlm]:lmﬂn Dan Pemberdayaan”™, dalam Jurmal Adminisirasi Publik, vol. 2003, 2003,

Beritasatu.com, Sumlah ASH eff feaermenion 4,351,490 Orang.
hitps:/iwww. beritasatu. comnasional’s | 5506 jumlah-ast-di-indonesin-4351490-0rang,  diakses padn tanggal
L1 CHerober 2019,

* Lokadate, Sumfah TNT daw Polef 2006.2018, hitps:/Tokadeta beritamar. id ‘chary preview/ chart-tithe-
553852298, dinkses pada tanegal 11 Oktober 2019
A Laporan Perkuatan Parsonel Polri Triwuian [V TAL 2020, Baginfopers Birobinkar 55006 Poilr, 2020.
= Laporan Perkuatan Personel Polrl Triwulan 1V T.A. 2021, Baginfopers Birobinkar S50M Polr, 2021,
* Laporan Perkuatan Personel Polrl Triwulan | T.A. 2022, Baginfopers Birobinkar 550M Poiri, 2022,
EL]
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tahunnya, yang terdiri atas 2.201 Tamtama, 31.226 Bintara, 78 SIPSS,
dan 287 Akpol.*® Formasi ideal tersebut dapat diupayakan setiap tahun
dalam periode pertama tahun 2021-2024 dan dapat dilanjutkan dalam
periode 5 (lima) tahun berkutnya.

Sektor publik memiliki kekhasan yakn| produk yang mereka berikan
adalah merupakan pelayanan terhadap masyarakat luas dan dapat
mempengaruhi kehidupan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, dengan perubahan tuntutan dan masyarakat kepada
organisasi sektor publik terkait dengan kualitas pelayanan pubiik, maka
organisasi publik di Indonesia perlu membenahi kualitas dari SDM-nya,
termasuk Polri. Survei yang dilakukan MarkPlus Inc. pada periode
19 November 2020 hingga 3 Desember 2020 menemuka gambaran
kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri. Survel dlakukan terhadap
35 responden inl menunjukkan tinggiya kepuasan pelayanan Polri yang
diperoleh masyarakat, Kepuasan ini meliputi aspek pelayanan secara
umum, kompetensi dan sikap SDM dalam pelayanan serta sarana dan
prasarana pendukung layanan.®

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum di
Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhi objektivitas dari proses
penegakkan hukum tidak lain tidak bukan adalah sang penegak hukum
itu sendiri,** Dalam proses penegakan hukum, kompetensi dari Polri
merupakan suatu hal yang mendasar dalam upaya mewujudkan
penegakan hukum yang berpegang teguh pada kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Pembicaraan mengenai kompetensi dari
Polri, maka tidak terlepas dari bagaimana Polri mengelola SDM-nya yang
merupakan tanggung jawab dari SSDM Polri. Kompetensi dan tingkat
kesejahteraan yang kurang memadai akan mendorong personel Polri
untuk bertindak koruptif, sehingga kedua hal ini perlu untuk ditingkatkan
sgcara serentak.*

1 Naskah Akademik Kajian Perubahan Kebijakan Rekrutrmen Anggota Polri dari Sistem Zere Growth menuju
wormol Growth, Polri dan LI, 2021,

35 Naskah Program Prioritas Kapolr, Transformasi Menuju Polr Yang Presisl, 2021

¥ goerjono Sockanto, Fakior-Fakior Yang Mempengarufi Pencgakan Hukum, (Jakorta: Rgjawali Press. 1983).
% Reza Indragirl Amriel, fmpian Kinerja Podri, Rian Pos, 2010,
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Pentingnya peningkatan kedua hal tersebut sejalan dengan Program
Prioritas. Pimpinan Poln Transformasi Menuju Poin yang PRESISI
{Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang dilaksanakan
pada 4 (empat) bidang, yaitu transformasi organisasi, transformasi
operasional, ftransformasi pelayanan publik, dan ftransformasi
pengawasan. Keempat transformasi tersebut melahirkan serangkaian
Program Prioritas. Transformasi Organisasi diuraikan ke dalam 4 {empat)
program, yaitu Penataan Kelembagaan; Perubahan Sistem dan Metode
Organisasi; Menjadikan SDM Polri yang Unggul di era Police 4.0; dan
Perubahan Teknologi Kepolisian Maodem.

Program Menjadikan SDM Polri yang Unggul di era Police 4.0
diwujudkan dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu {a). peningkatan kuantitas dan
kualitas SDM Polri menuju era police 4.0; (b). peningkatan sistem
manajemen karir berbasis kinerja; (c). perluasan kerjasama pendidikan di
dalam dan di luar negeri; (d). pengelolaan SDM unggul yang humanis;
dan (e). peingkatan kesejahteraan pegawal negeri.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Paolri yang dikehendaki oleh
Pimpian Polri, akan diimplementasikan dengan 10 (sepuluh) aksi, yaitu:
{1). rekrutmen Poli berdasarkan kebutuhan organisasi berbasis

teknologi Informasi;

(2). pemantapan program rekrutmen proaktif dalam proses rekrutmen
Palri {affirmative action, talent scoufing dan reward);

(3). mengalokasikan rekrutmen ASN Polri yang mengakomaodir
kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan,

(4). peningkatan kemampuan SDM Poln dalam penguasaan teknologi
informasi;

{2). rekrutmen Tenaga Ahli dengan peranjian kerja dalam rangka
mendukung perubahan dalam level eselon tertenty sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan;

(6). penataan kurikulum pada pendidikan pembentukan, pengembangan
spesiasliasi, dan pengembangan umum;

(7). meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan
berkelas dunia (world cfass standard)
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pemenuhan jumiah personel Polri sesual kebutuhan prioritas
berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan daerah (daerah
kanflik, Densus 88 AT, dil!

peningkatan  keterampilan  (skilf)} bhabinkamtibmas  dalam
berkomunikasi dan pemanfaatan teknologi; dan

memenuhi satu desa’kelurahan, satu bhabinkamtibmas secara
bertahap dan menyelenggarakan pendidikan SIP  khusus
bhabinkamtibmas.

Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja yang

dikehendaki oleh Pimpian Polri, akan diimplementasikan dengan &

(enam) aksi, yaitu:

{1}

(2).

{3).

(4)-

(3).

(B).

menerapkan merit sistem dalam manajemean pembinaan karier dalam
rangka memberikan kesempatan yang sama untuk berkarya,
memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas kepada Polwan
untuk menjadi pimpinan dan di bidang operasional;

memberlakukan kreditpoin dalam penilaian kinerja berdasarkan
spesifikasi penugasan dan wilayah;

menyiapkan Pimpinan Pealri yang dapat menjadi teladan, melayani,
dan transformatif pada semua tingkatan;

menyempurnakan program manajemen talenta dalam rangka
menjadikan SDM Polri yang memiliki spesialisasi; dan

meningkatkan sistemn reward and punishment terhadap kualfikasi
personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam
keilmuan dan kehidupan bermasyarakat.

Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri yang

dikehendaki oleh Pimpian Polri, akan diimplementasikan dengan 2 (dua)
aksi, yaitu:

(1)

(2).

meningkatkan kerja sama di dalam dan luar neger pada pendidikan
dan pelatinan anggota Polrl; dan

bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta masyarakat
dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi pada lembaga
pendidikan dan pelatihan Peln.

Pengelolaan SDM yang humanis yang dikehendaki oleh Pimpian

Polri, akan diimplementasikan dengan 3 (tiga) aksi, yaitu:

a9
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{1). Internallsasi nilal-nilai etika dalam membangun kultur Poli yang
melayani dan dekat dengan masyarakat;

(2). mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang
berorentasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya; dan

{3}, percepatan pembentukan mental dan karakter personel Polri yang
berbudaya dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Peningkatan kesejahteraan pegawai Polrl yang dikehendaki oleh
Pimpian Polr, akan diimplementasikan dengan 4 (empat) aksi, yaitu:

(1). meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama dengan
kemeterian/lembaga dalam rangka pemenuhan  kebutuhan
perumahan bagl anggota secara bertahap (Asabr, Kementerian
PUPRY),

(2). tata kelola anggaran diarahkan untuk mendukung kesejahteraan
(kesehatan, dii};

(3). pemenuhan kesejahteraan personel Polri dan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan bidang kesehatan di Rumah Sakit Polri; dan

{(4). akselerasi pemenuhan hak pelayanan kesejahteraan pegawai pada
Palri.

Kelima kegiatan tersebut diterapkan dengan tujuan meningkatkan
profesionalisme SDM Polri, Profesionalisme Polri memang masih periu
untuk ditingkatkan. Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa kinerja
Polrl sedang buruk, namun arti dari profesionalisme ini memang sangat
luas, dan masih banyak aspek profesionalisme dalam tubuh Palri yang
dapatl ditingkatkan, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan dari
aspek ilmu pengetahuan dan teknologi *®

3. Analisis SWOT
Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki atau
dialami S5DM Polri untuk melihat situasi dan kondisi organisasi pada saat ini.
a. Kekuatan
1) SSDM Polri merupakan wadah utama dalam pengelolaan SDM di
dalam Paolrl. Selain itu, SSDM Polri, sebagai satu-satunya unsur yang

8 Kabib Nawasl, “Progresivitas Polisi Meanuju Polisi Profesional™, dalam Surval Srew Mk Deovetdl, vol, 2,
2010
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2)

3)

4)
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mengurus manajemen bidang SDM, memiliki kemampuan untuk
membina dan mengelola personel, dimulal darl menyediakan,
menyeleks! hingga menyalurkan personel. Kemudian, SSDM Polri
juga melakukan pembinaan karir personel, kesejahteraan yang
meliputi pembinaan rohani dan jasmani, pembinaan psikologi
kepolisian dan personel, serta perencanaan dan manajemen
administrasi bidang SDM kepolisian;

anggaran yang memadai untuk mendukung program kerja kepolisian,
khususnya dalam bidang SDM, sehingga SSDM Poli mampu
mengelola dan menyelenggarakan kegiatan dan anggaran untuk
program yang diprioritaskan serta dapat mencapal kualitas dan kinerja
yang telah ditetapkan:

capaian kinerja SSDM Polri sejak tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Konsistensi SSDM Polri dalam
mencapal  Indikator kineranya menjadi  kekuatan dalam
mengambangkan kualitas SSDM Polrl secara keseluruhan:
meningkatnya kualitas dan kuantitas personel Polri melalul proses
rekrutmen yang berbasis T dan BETAH serta pemenuhan kebutuhan
personel untuk mengisi formasi tipologi organisasi di tingkat pusat
maupun dasrah.

Kelemahan

1)

2)

3)
4)

penetapan indikator kinerja SSDM Poln belum dilakukan secara
efektif, sehingga ada beberapa indikator kineria yang tidak dapat
diukur atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
pemanuhan DSP Polri terkendala dengan kebljakan zero growith yang
periu diubah dengan kebijaken rekrutmen anggota Folri menuju
sistem normal growth dan keterbatasan dukungan anggaran;
pelayanan hak personel Polri belum dapat dipenuhi secara maksimal;
masih terjadinya pelanggaran, penyimpangan perilaku yang dilakukan
personel Polri dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-
han berdampak buruk pada citra Polri di masyarakat, di sisi lain masih
rendahnya kesadaran personel Polri untuk menjaga kesehatan fisik
dan psikis, sehingga mengalami sakit atau meninggal dunia dalam

kondisi dinas aktif.
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¢. Peluang

1)  Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2018-2024 memberikan
arahan prioritas kerja dalam pidato kenegaraannya, salah satunya
arahan prioritas kerjanya adalah mempriontaskan pembangunan
sumber daya manusia. Arahan prioritas kera tersebui menjadi
peluang bagi SSDM Polri untuk bisa membangun dan meningkatkan
kualitas personel Polri melalui berbagai aspek yang relevan dengan
perkembangan zaman. Dengan kebijakan Presiden dan Wakil
Presiden tersebut, S5DM Polri dapat melakukan pembangunan dan
pengembangan personel Polri dengan maksimat;

2) Program Reformasi Birokrasi yang dijalan oleh pemerintah menjadi
peluang SSDM Polri untuk membantu pemerintah dalam upaya
meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokirasi yang telah berjalan,
melalui pembangunan SDM yang kompeten karena reformasi
birokrasi tersebut perlu diimbangi dengan kompetensi SDM yang
dirmiliki;

3) fase industri 4.0 atau revolusi industri gelombang keempat yang
merupakan suaty keadaan dimana terjadinya digitalisasi yang
signifikan dalam rantai nilai secara keseluruhan, yang berarti akan ada
pengembangan teknologi dalam tiap aktivitas organisasi.*’ Teknologi
yang sudah berkembang tersebut perlu diimbangi dengan
pengembangan dan pembangunan SDM yang kempeten untuk bisa
mengoperasikan teknologi yang ada. Maka, SSDM Foiri dapat
menunjukkan kapabilitasnya dalam pembinaan personel hingga dapat
menghasilkan personel yang kompeten dalam menggunakan
teknologi mutakhir,

4) adanya dukungan kebijakan dar Legisiatif, Eksekutif, dan Bappenas
dalam upaya peningkatan anggaran Polri dari tahun ke tahun,

" Dsman Bayraktar & Canan Atac, “The Effeets of Indust 4.0 on Human Resources Management”, dalam
Cilobaltization, Institutions, and Socio-Economic Performance (Macre and Micre Perspectives), 2018, hal. 340-
342
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Ancaman

1)

2)

3)

4)

perkembangan zaman secara global melalui perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi tidak hanya berdampak positif, namun
menimbulkan ancaman terhadap kualtas personel Polri baik secara
mental, rohani, pikiran, atau jasmani sehingga periu adanya langkah
antisipasi serta tindakan nyata darl SSDM Polri untuk tetap
mempertahankan dan mengembangkan standar kualitas personel
Polri agar tidak terpengaruh oleh budaya negatif;

banyaknya kasus korupsi, kelusi, dan nepotisme (KKN) khususnya di
lembaga pemerintahan menjadi isu yang peru diperhatikan oleh
33DM Polri, demi menjaga integritas Polri dan para personainya;
meningkatnya jumlah kasus serta isu terorisme dan radikalisme
menimbulkan ancaman kepada personel Pold untuk bisa
mengantisipasi para personel dan pengaruh terorisme, radikalisme
dan sebagainya,

fase industn 4.0 juga bisa menjadi ancaman bagi SSDOM Polri, karena
fase industri tersebut menciptakan sistem industri yang baru dan
munculnya mesin-mesin yang dapat menggantikan SDM.”® Konsep
“the Infernet of Objects” atau “intermet of Things" menjadi ancaman
yang periu dipertimbangkan oleh S5DM Polr, sehingga perlu adanya
tindakan antisipasi agar SOM Poln dapat terus beradaptasi terhadap
perkembangan industi tersebut,

™ Ihid.
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BAB Il
FENJABARAN ViSI, MISI POLRI
SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi
Unsur penggerak ulama suatu organisasi adalah visi, yaitu cita-cita
mendasar organisasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sudah
diterima secara luas sebagal bagian yang tak terlepaskan dari proses
manajemen strategis untuk berbagai macam organisasi muiai dari sekfor publik,
non-profit, swasta hingga multinasional. Karena, visi juga dipercaya dapat
memberikan dampak terhadap strategi dan aspek-aspek darl performa
organisasi itu sendir.¥®
Setiap organisasi akan membutuhkan visi sebagai arah yang jelas dalam
tujuannya, terutama di dalam suatu organisasi yang memiliki banyak orang.
Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka diperlukan gambaran masa depan
yang sama-sama dipercaya dan dituju oleh setiap orang di dalam organisasi
tersebut.*® Berdasarkan hal yang demikian, maka Polri telah menetapkan visi
bagi organisasi mereka, yakni:
“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib."

Makna yang terkandung dari visi tersebut yaitu Terwujudnya Indonesia Aman dan
Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Rayong”.

Berdasarkan pada visi Polri yang telah ditetapkan, dan menimbang tugas

dan fungsl SSOM Polr, arahan agenda pembangunan nasional dan Rencana
Strategis Polri 2020-2024, serta berbagai potensi permasalahan yang harus

" William Phanuel Kofi Darbi, “OF Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Emplovee
Behaviour and Attitudes: The Case of A Public But Profit-Oriented Tertiary Institution™, dalam fmtermarional
Journal of Business and Social Sefence, vol, 3, (USA: [JBSS, 2012, hal, 95,

" Constantln Bratsanu dan Georgiana Victoria Balanescu, “Vision, Mission, and Corporate Values, A Comparative
Analysis of The Top 50 LS. Companies”, dalam Manogement & Marketing Jowrnal, vol. 3, (Management &
Marketing, 2008, bal, 21
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diantisipasi sebagaimana dipaparkan pada Bab |, S5DM Palri untuk periode
2020-2024 telah menetapkan visinya yaitu:

“Terwujudnya SDM Polri yang Berkeunggulan™
2.  Misi
Visi yang telah ditetapkan Ini sejatinya hanya dapat terwujud apabila
didukung dengan langkah-langkah nyata dan strategis, yang dijabarkan secara
jelas di dalam misi organisasi. Misi organisasi ini berbeda dengan visi namun
gunanya adalah untuk mengintegrasikan tujuan dari keseluruhan organisasi '
Misi tersebut mendefinisikan ruang gerak dimana organisasi akan beroperasi
dalam konteks penciptaan strategi. Tanpa adanya misi, organisasi akan kesulitan
dalam menjalankan proses bisnisnya. Misi akan membentuk identitas, tujuan,
dan arah dari sebuah organisasi.*® Dalam upaya mewujudkan visinya, Polri telah
menatapkan tiga misi, yakni
a.  Melindungi
Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, haria benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
b. Mengayomi
Polri selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbalk pada
masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
€.  Meiayani masyarakat
Poli memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun misi SS5DM Polri periode 2020-2024 telah merumuskan sebagai
berikut:
a. mewujudkan SDM Polr yang berkualitas dan berdaya saing;
b.  meningkatkan pelayanan hak yang berkualitas.

Sebagaimana disinggung, penyusunan visi-misi SSDM Polri 2020-2024 ini
juga memperhatikan agenda pembangunan nasional dan rencana strategis Poln

W i

2 Zweana Papulova, “The Significance of Vision and Mission Developroent for Enterprises in Slovak Republic™,
datam Sournal of Econowrics, Business and Manggement, vol, 2, (Singapore: JOEBM, 20143, hal, 13,
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periode 2020-2024 yang masing-masing termuat di dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Polri 2020-
2024. Merujuk pada RPJMN 2020-2024, visi-misi SSDM Pold 2020-2024 ini
merupakan bentuk terjemahan dari agenda pembangunan nasional di bidang
pembangunan SDOM, dimana SDM Indonesia diarahkan untuk menjadi lebih
berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, yang juga selaras dengan tema
pembangunan SDM pada RPJMN 2020-2024 adalah pengarusutamaan
teknologi atau transformasi digital yang menjadi salah satu pengungkit untuk
menjadikan SOM Polri yvang Unggul di era Police 4.0.

Di sksi lain, visi-misi SSDM Polri 2020-2024 juga telah diselaraskan dengan
visi-misi Polri 2020-2024 yang dinyatakan di dalam Renstra Polri pada periode
tersebut. Adapun bunyi dari visi Polri 2020-2024 adalah: terwujudnya Indonesia

yang aman dan tertib; sementara misinya: melindungi, melayani, dan mengayomi
masyarakat. Penerjemahan visi-misi Polri ke SSDM Polri ini merupakan bagian
dar upaya makro dalam menerjemahkan kerangka rencana strategls Polrl ke
dalam SSDM Polri agar kinerja SSDM Polri dapat secara efektif berkontribusi
terhadap tercapainya kinerja dan visi Polri 2020-2024.

3. Tujuan

Setelah visi dan misi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapal oleh organisasi tersebut. Tujuan tersebut
dapat menjadi motivasi dan dasar komitmen untuk organisasi dalam mencapai
visl dan misi. Selain itu, dengan menentukan tujuan maka organisasi dapat
menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan arahnya hingga mencapal visi
utama. Dalam menentukan tujuan, ada prinsip-prinsip tertentu yang dapat dianut,
seperti kriteria SMART ** yaitu

«  Specific

. Measurable
«  Alfainabie

«  Relevant

. Time-bhound

* Henry Cothran, ef of, Develuping SMART Gooals for Four Ovganization, {Gainesville: University of Florida,
219, hanl. 1,
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Maksud dari specific adalah tujuan yang ditetapkan oleh organisasi sudah
tergambar dengan jelas, sehingga dapat dipahami dengan saiu makna, tidak

menimbulkan arti lain yang dapat menciptakan keraguan dalam proses
pencapaian iujuan tersebut Kriteria specific ini juga memiliki maksud
bahwasanya tujuan harus mudah dipahami oleh para anggota di dalam
organisasi saat dikomunikasikan. Semakin jelas fujuan tersebut, maka akan
semakin mudah untuk mengkomunikasikannya.

Maksud dari measurable adalah sebuah fujuan harus dapat diukur tingkat
pencapaian dan keberhasilannya. Tolak ukur tertentu dapat diaplikasikan pada
tujuan-tujuan organisasi, agar progres pencapaian fujuan tersebut dapat
diidentifikasi sudah sampai di titik mana. Tahap pengawasan dan evaluasi akan
terbantu dengan adanya ukuran pencapaian tersebut.

Selanjutnya, kriteria affainable adalah tujuan vyang ditentukan harus
merupakan tujuan yang realistis dan dapat diraih sesuai dengan kapasitas dan
kapabilitas organisasl. Karena apabila organisasi menetapkan tujuan yang diluar
kemampuannya, organisasi akan kesulitan untuk mencapainya. Namun tujuan
juga perlu ditetapkan cukup tinggi, dengan maksud untuk memberikan tantangan
kepada para anggota organisasi agar mereka mengeluarkan upaya yang lebih
besar hingga menghasilkan standar yang finggi.

Kemudian, krtera lainnya yang perlu terkandung dalam tujuan adalah
refevant. Maksudnya adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh organisasi perlu
relevan dengan tujuan ulama organisasi, yaitu visi yang telah ditetapkan.
Kemudian, tujuan juga perlu konsisten dengan visi dan misi organisasi.
Sehingga, aktivitas organisasi dapat berjalan sesual dengan ruang lingkup dan
arah dan tujuan tersebut.

Terakhir, kriteria time-bound menjadi kriteria yang juga penting dalam
menetapkan tujuan. Tujuan vyang ditetapkan oleh organisasi harus
mempertimbangkan waktu, sehingga dalam prakbtiknya tujuan memiliki durasi
atau waktu yang ditentukan untuk menyelesalkan, dengan maksud proses
pencapaian tujuan tersebut memiliki target waktu dan selesai dengan lepat
waktu.

Tujuan Polri untuk periode 2020-2024 merupakan penjabaran dari tiga misi
yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut didasari dengan visi dan misi, tugas dan
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fungsi resmi SSOM Polri, serta kriteria SMART, dimana setidaknya terdapat ima
tujuan Polri, antara lain:

a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh
wilayah NKRI;

menegakkan hukum secara berkeadilan,

mewujudkan Polri yang profesional;

modermisasi pelayanan Polri;

e a0 o

menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

Tujuan SSDM Polri 2020-2024 datam hal ini merupakan penjabaran lebih

lanjut dari kedua misi organisasi yang telah dinyatakan, dimana setidaknya

terdapat empat tujuan sebagai berikut:

a. mewujudkan profesionalitas SOM Polri;

b. menjamin terpenuhinya SDM unggul di lingkungan Polri;

c. mengoptimalkan pengembangan, pembinaan, dan pelayanan hak-hak
Pegawai Negeri Pada Poln,

d. menerapkan manajemen SSDM Polr yang bersih dan transparan,

Sasaran Strategis
Sasaran strategis (SS5) merupakan serangkaian target terperincl yang
dikembangkan organisasi berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Karakteristik dari sasaran strategis adalah adanya indikator-indikator kinerja (1K)
yang menyertai setiap sasaran tersebut, yang berfungsi sebagai alat pengukur
tingkat pencapaian kinefja.
Mengacu kepada Sasaran /mpact (S} yaitu "Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat’, maka sasaran strategis Polri 2020-2024 adalah:
a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b penegakan hukum secara berkeadilan;
¢. profesionalisme SDM;
d. modemisasi teknologi,
e, sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola
pemerintahan yang bersih, terbuka, dan melayani.
Berdasarkan pada sasaran strategis Polri untuk periode 2020-2024, maka
SS5DM Polri telah menetapkan pula tujuh sasaran strategis. Sasaran strategis
SSDM Polri periode 2020-2024, antara lain:
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profesionalisme SOM;

b. terpenuhinya SDM PFolri pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat
sampai daerah;
tersedianya kader unggul pimpinan Polr di semua level,
terselenggarannya pengkajian dan perumusan strategi pembinaan SOM
Polri,

e. terselenggaranya pembinaan karier personel Polri;

f. terselenggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak anggota dan PNS
Polri;

g terwujudnya tata kelola SSDM yang bersih dan transparan.

Hubungan Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Hubungan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis dari Poln
adalah sebagai berlkut:

TUJSUAN SASARAN STRATEGIS

Mengemin terpelinaranya kesmanan dan

ketertiban masyarakat d seluruh wilaysh NKRI Femeliharaan keamanan dan ketartiban masyaraket

Menegakken hukum secars barkead(lan Panegakkan hukum secars berkaadilan
Mawujudkan Polr yang profesionsl Profesionalisme S0OM
Modemisasd pelayanan Paold Modemisasi teknologi

Sistem pengawasan sistem pengawssan yang
akuntabel guna mandukung tata kelsla permetintabian
yang bersih, terbuka, dan melayani.

Menerapikan manajamen Polr yang
tertntegrasi dan terpercaya

Sementara itu hubungan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis
dari S5DM Polri adaiah sebagai berikut:

TLULILAMN SASARAN STRATEGIS
mewujudkan profesionalitas SOM Folrl profesicnadisme SDM
terpenuhinya SOM Pairl pada masing-masing
menjamin terpenihinya SOM unggul d unitfsatkar di tingkat pusat sampai dasrah
fingkungan Palri tersadianya kader unggul pimpinan Pold di semus
Tpved

terselenggarannya pangkajian dan peremusan
stralegl pembinaan S0M Podn

mengoptimalkan pangembangan, pembinaan,

dan pﬂjgw hak.huh Hrw Fnlﬁ 1HW“I1'I?I Hn‘t‘nﬂal‘l ks pﬂm Palri
tarsedangoaranya pembinaan dan pedayanan hak-hak
anggoia dan PNS Pold

menarapkan manageman SS0M Folrl yang ferwujudnya tata kelola S50M Polri yvang bersin dan

bersih dan lransparan fransparan
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Pentahapan Kebijakan

d.

Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan hak-hak anggota dan PNS Poirl, memetakan kader
unggul pimpinan Folri pada semua level serta pemenuhan SDM Palri yang
berkeunggulan pada masing-masing unit/satker di fingkat pusat sampai
daerah untuk mewujudkan SDM Polr yang berkaunggulan.

Tahun 2021

Meningkatkan pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polrl berbasis new
SIPP dengan sistem one-stop service, mengembangkan kader unggul
pimpinan Polri pada semua fevel serta pemenuhan SDM Polri yang
berkeunggulan pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat sampai
daerah untuk mewujudkan SDM Polri yang berkeunggulan dengan
menyelenggarakan rekrutmen Polri berdasarkan kebutuhan organisasi
berbasis teknologi dan pemantapan rekrutmen proaktif dalam proses
rekrutmen Polr agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SOM Palri
melalui parubahan dari sistem zero growth menuju sistem normal growth.
Tahun 2022

Memantapkan pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri berbasis SIPP
2.0 dengan sistem one-stop service, mengembangkan kader unggul
pimpinan Poln pada semua level serta pemenuhan SDM Polri yang
berkeunggulan pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat sampai
daerah dan pemenuhan jumlah personel Polri sesuai kebutuhan prioritas
berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan daerah untuk
mewujudkan SDM Poli yang berkeunggulan dengan melanjutkan
rekrutmen Poiri berdasarkan kebutuhan organisasi berbasis teknologi dan
pemantapan rekrutmen proaktif dalam proses rekrutmen Polri agar dapat
meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Paolri melalui perubahan dari
sistem zero growth menuju sistem normal growih.

Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri berbasis
SIPP 3.0 dengan sistem one-stop service, menempatkan kader unggul
pimpinan Polri pada semua /eve/ serta pemenuhan SDM Polri yang
berkeunggulan pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat sampai
daerah dan peningkatan pemenuhan jumlah personel Polri sesuai
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kebutuhan prioritas berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan
daerah untuk mewujudkan SDM Polri yang berkeunggulan, dengan
memantapkan rekrutmen Polri berdasarkan kebutuhan organisasi berbasis
teknologi dan pemantapan rekrutmen proaktif dalam proses rekrutmen Polri
agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Poli melalui
perubahan dari sistem zero growth menuju sistem nommal growth.
Tahun 2024
Melanjutkan dan memantapkan pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri
berbasis SIPP 3.0 dengan sistem one-sfop service, menempatkan kader
unggul pimpinan Polri pada semua /evel serta pemenuhan SDM Polri yang
berkeunggulan pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat sampai
daerah dan peningkatan standar pemenuhan jumlah personel Poln sesuai
kebutuhan prioritas berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan
daerah untuk mewujudkan SDM Polri yang berkeunggulan, dengan
memantapkan rekrutmen Polri berdasarkan kebutuhan organisasi berbasis
teknologi dan pemantapan rekrutmen proaktif dalam proses rekrutmen Polri
agar mendapatkan kuantitas dan kualitas SDM Polri yang ideal melalui
perubahan dari sistem zero growth menuju sistem normal growth.
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BAB Il

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan Strategi Nasional
Revolusi industri 4.0, sebuah revolusi industri yang sedang terjadi secara

global dan tentunya dihadapi oleh negara-negara di dunia. Dengan adanya

revolusi industn tersebut, negara-negara di dunia perlu menggeser fokus mereka
untuk mengalokasikan aset fisik yang dimiliki menjadi aset digital melalui proses
digitalisasl, sehingga aset-aset tersebut akan terintegrasi ke dalam suatu
ekosistem digital.** Seperti revolusi industri sebelum-sebelumnya, selalu ada
peluang dan ancaman yang ditimbulkan dar hadirnya fase tersebut. Peluang
yang dapat diraih negara dalam revolusi industri ini merupakan berbagai
kemudahan yang ditawarkan oleh ekosistemn digital yang akan meningkatkan
efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional negara. Namun, potensi ancaman
juga hadir seperti pudarnya batas-batas tertentu di dalam dunia digital tersebut.
Digitalisasi akan membuka gerbang baru kepada ancaman-ancaman yang tidak
hanya datang dari dalam negeri. Hal tersebut membuat negara semakin mudah
dilnfiltrasi, sehingga akan memperburuk situasl domestik dan menimbulkan
keresahan pada masyarakal. Oleh karena itu, negara perlu menentukan arah
kebijakan untuk bisa menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan relevan yang
bersifat antisipatif dan represif. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi
instrumen-instrumen dalam menjalankan strategi nasional, tentunya dengan
tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan keamanan

Indonesia secara keseluruhan:

a. stabilitas keamanan nasional dapat diwujudkan melalui pembangunan
pertahanan dan keamanan nasional, serta didukung oleh pembangunan
sosial secara nasional:

b. pembangunan pertahanan nasional yang tidak terbatas pada
pembangunan postur dan profesionalisme TNI, pengembangan teknologi,
penyediaan alutsista strategis dan komponen cadangan dan pendukung
secara berkala untuk mengembangkan pertahanan nasional demi

W Induntry 4.0: Building The Digital Exterprive, PWC, 2016.
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memperkuat keamanan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang utuh, meliputi wilayah darat, laut, ruang udara nasional, landasan
wontinen, hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Selain itu,
meningkatkan pertahanan nasional juga berujuan untuk memperkuat
posisi tawar dalam aktivitas diplomasi antar negara;

penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan nasional secars
barkelanjutan untuk memiliki kapabiltas dalam mengatasi ancaman-
ancaman tertentu yang berskala kecil dan besar, sehingga, sistem
pertahanan nasional tersebut dapat berlaku sebagai instrumen antisipasi
dan represi terhadap ancaman di pusat hingga di wilayah terluar Indonesia,
balk di daratan, lautan, atau ruang udara nasional;

peningkatan kualitas komponen cadangan dan pendukung pertahanan
nasional dalam sistem strategi teknologi dan pembiayaan yang
berkelanjutan dan inovatif. Pengembangan komponen dukungan
pertahanan tersebut meliputi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam
dan buatan, penyelarasan pembangunan sarana dan prasarana
pertahanan nasional, keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan
kebijakan pertahanan, dukungan secara langsung dari industri pertahanan
nasional, dan pembiayaan berkelanjutan dengan proyeksi keuangan;
penguatan kemampuan perlindungan di wilayah kelautan Indonesia dalam
upaya melindungi sumber daya laut dalam bentuk apapun untuk menjaga
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Selain itu, dengan maksud
untuk menjalankan pengawasan dan penegakkan hukum internasional,
serta mengembangkan kemampuan deteksi dan penangkalan di wilayah
laut. Peningkatan perlindungan wilayah yurisdiksi udara Indonesia secara
keseluruhan untuk pembangunan sistem pengawasan dan deteksi nasional
di wilayah udara agar meningkatnya kemampuan antisipasi dan represi
terhadap penerbangan ilegal;

pengembangan postur dan profesionalisme SDM Polri dan TNI dengan
tujuan pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, meningkatkan
keteriibatan masyarakan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakkan hukum dan ketertiban secara umum, seria
terwujudnya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Untuk

meningkatkan profesionalisme SOM Poln, perlu pengembangan kapasitas
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dan kapabilitas pelayanan utama, penyesuaian rasio polisi dan masyarakat
sipil, pengembangan SDM, penyediaan kebutuhan alat utama, serta
peningkatan pengawssan dan mekanisme pengendalian Polri.
Pengembangan kualitas SDM Polri ini juga disandingkan dengan
pengembangan organisasi dan fungsi kepolisian yang disesualkan dengan
perkembangan wilayah dan demografi. Selain itu, pembangunan
profesionalitas SDM ini tidak luput dari penyempurnaan dan pemantapan
proses seleksi, serta perbaikan pendidikan dan pelatihan. Disempurnakan
dengan peningkatan kesejahteraan aparat kepolisian melalui penyesualan
gaji, penyediaan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, dan tunjangan;

g. pembangunan profesionalisme SDM lembaga intelijen dan kontra intelijen
dengan wjuan mendeteksi, melindungi, dan mengantisipasi ancaman atau
gangguan yang berhubungan dengan kepentingan keamanan dan
pertahanan nasional.

2.  Arah Kebijakan dan Strategi Polri
a. Sasaran strategis “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1)  peningkatan kehadiran Polri pada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan
21 Pos Lintas Batas Negara (FLBN);
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka
strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:
a) meningkatkan infrastruktur, SOM, dan pelayanan operasional
Polri pada wilayah Lokasi Priaritas {Lokpri) dan Pos Lintas Batas
Negara (PLBN);
b)  meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap
keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN, baik di
darat maupun laut.
2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik
sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polr yang akan dilakukan adalah:
a} memetakan potensi teronsme, aksi radikal termasuk wanita dan
anak-anak, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya;
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b) melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan
dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik
sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;

¢} meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap
penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan
gangguan kamtibmas lainnya;

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obyek vital
nasional dan obyek vital lainnya yang rentan memeriukan
pengamanan;

e} penanganan konflk secara humanis yang dilakukan oleh
Binmas, Samapta, dan Brimaob.

peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian, termasuk di lbu Kota

Negara yang baru;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategl pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan
personel operasi, dan melaksanakan supervisi operasi;

b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah
rawan, bencana, dan wabah;

c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, gsaat dan pasca
pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

peningkatan keamanan Laut;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategi pembangunan Poln yang akan dilakukan adalah:

a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi,
termasuk penguatan kapasitas cakupan operasional keamanan
laut di perbatasan dan Selat Malaka, serta mengungkap
kejahatan di laut;

b) memberdayakan masyarakat pasisir dalam pengamanan laut:

c) meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan NKRI.

peningkatan  disiplin berlalu lintas melalui keglatan

Kamseltibcarlantas;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebljakan tersebut, maka

strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:
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meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran
dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu
lintas;
mengintegrasikan  sistem  Komunikasi dan  koordinasi

penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai
tingkat Mabes Palri.

peningkatan desafkelurahan sadar kamtibmas.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a)

b)

c)

meningkatkan peran aktf masyarakat dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat;

menggerakkan sfakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam mewujudkan desa'kelurahan sadar
kamtibmas;

partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah
tangkal kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan
pendekatan keadilan restorafive serta peran mediasi dalam
setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.

melaksanakan "Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polri;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adatah:

aj

b)

peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional

Polri dengan langkah-langkah sebagal berikut:

(1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;

{£) mengembangkan  manajemen  operasi  kepolisian
{perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan),

peningkatan kepercayaan publik melalul manajemen media

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1} mengelola media konvensional dan media digital secara
efektif dalam membangun kepercayaan publik;

(2] menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu
kamtibmas.
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penguatan sistem informasi Polri berbasis "Big Dala Pold"

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan
tepat waktu;

(2} mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat
Polsek sampai tingkat Mabes Polri;

(3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran sirategis “Penegakkan hukum secara berkeadilan” dicapai
dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1

2)

Peningkatan pengungkapan empat jenis kejahatan dan terorisme

yang menjadi atensi publik.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
Polri yang akan dilakukan adalah:

a)

b)

c)

d)

e}

meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan
penegakan hukum;

melaksanakan sertifikasi bagi penydik siber Poli guna
mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
meningkatkan kerjasama nasionalfinternasional di bidang
penyelidikan dan penyidikan;

mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesalan perkara
tindak pidana empat jenis kejahatan yang menjadi atensi publik,
serta penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus
keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideclogi negara),
lingkungan hidup (termasuk HKarhutla), terorisme, korupsi,
narkoba, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan
siber;

menangan| kekhawatiran penduduk keluar di malam hari;
Peningkatan kemampuan, kualitas, dan kuantitas SOM Bidang
Ligital Forensic bagl pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis)
dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene
Investigation),

peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal
nasional (SPPT-TI)
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Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

Polri yang akan dilakukan adalah:

@) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar
satker Polrl dan aparat penegak hukum;

b} standarisasi data kriminal nasional;

¢} ~mengembangkan sistem informas! kriminal nasional yang
terintegrasi.

pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik
pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b)  melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan
dan anak.

c) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang
{TPPO) dan menerapkan pendekatan keadilan resforative
terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis "Profesionalisme SDM" dicapai dengan arah kebijakan
sebagai berikut

1)

2)

peningkatan kualitas SDM Pairi.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;

b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap
kerja dan berorientasl pada kualitas pelayanan publik serta
kepuasan masyarakat:

c) melakukan serifikasi bagl para tenaga pendidik, penyidik Polri,
dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;

d) meningkatkan kesejahteraan SDM.

pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara yang baru.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategi pembangunan Poiri yang akan dilakukan adalah;

a) melakukan pendataan personel Mabes Polri yang akan pindah

ke lbu Kota Negara yang baru;
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menyusun roadmap pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu
Kota Negara yang baru
strategis “"Modernisasi teknologi” dicapali dengan arah

kebijakan sebagai berikut;
1)  Modernisasi Sarana dan Prasarana Pairi,

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a)

b)

<

d)

e)
f

g
h)

memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-
2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara
Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam
pamenuhan Almatsus Polri,

melaksanakan kegiatan invetarisasi kebutuhan Poln di lbu Kota
Negara yang baru;

melakukan modernisasl sarana dan prasarana operasional guna
mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta
Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM):

melakukan modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran
panjang B80-85 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone
dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut;
membangun Big Dafa/Single Data Entry Poln;

membangun smart security di Ibu Kota Negara yang baru.
membangun rumah dinas/flat dan rusun bagi persanel Poln;
membangun rumah sakitlayanan kesehatan bagi anggota Polri.

Sasaran strategis “Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna Mendukung
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Melayani®, dicapai
dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1)  melaksanakan "Layanan publik Polri yang prima”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategl pembangunan Paolri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan
pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a)

meningkatkan inovasi pelayanan publik Pelri;
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b} meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional
melalul akses yang mudah;
¢} meningkatkan pendekatan personal dan keteribatan Polri dalam
berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Poiri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polrl yang akan dilakukan adalah:
a) meningkatkan reformasl kelembagaan dan birokrasi Polri yang
andal;
b} membangun sistem penerapan nilai-nilal dan kode etik Palri;
c) meningkatkan manajemen kinerja Polri darl tingkat Mabes
sampai dengan Polsek.
melaksanakan “Akuntabilitas pengelolaan anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebul, maka
strategi pembangunan Polri yang aka dilakukan, yaitu:
a) penguatan akuntabilitas kinerja Polrl, dengan langkah-langkah
sebagai berikut;
{1) meningkatkan akuntabilitas persncanaan dan
penganggaran Palri;
() menyusun, menyiapkan, melaksanakan peneiitian dan
review anggaran Poln.
b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) menyusun dan menyiapakan dokumen perencanaan Polri;
(2} menyusun LKIP Poiri.
melaksanakan "Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif”; untuk
mewljudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan, yaitu:
a) penguatan regulasi Poli dengan langkah-langkah sebagai
barikut:
(1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
(2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya
fungsi hukum secara efektif.

0
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{3) penanganan public complain secara efektif dan terpercaya

dengan langkah-langkah sebagal berikut:

{a) penerapan sistem  penanganan  pengaduan
masyarakal secara oniine guna mempercepat
penyelesaian pengaduan masyarakat;

(b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses
penyidikan:

(c) mengefekiifkan kegiatan Saber Pungli di area
pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi SSDM Polri

Perumusan arah kebijakan dan strategi SSDM Polri disusun berdasarkan
penjabaran dari strategi Polri. Dengan melakukan perincian terhadap salah satu
dari tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan Polrl, maka SSDM Palri dapat
menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam ranahnya, yaitu sumber daya
manusia,

S5DM Polrl memprioritaskan terwujudnya SDM Polri yang berkeunggulan
dengan meningkatkan kualitas SDM Poln sesual dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Masional
(RPJPN) 2005-2025, yang mengandung tahapan dan prioritas untuk masing-
masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPJMN). Arah
kebijakan dan strategi Polri juga disusun dengan mengkaji terlebih dahulu
lingkungan strategis yang terjadi dan yang akan terjadi, secara eksternal dan
internal. Arah kebijakan dan strategi SSDM Polri akan dipaparkan sebagai
berikut ini:

a.  Sasaran strategis "Profesionalisme SDM" dicapai dengan arah kebijakan
sebagai berikut:

1)  peningkatan kuantitas dan kualitas SOM Palri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;:

a) melaksanakan rekrutmen Polri  berdasarkan kebutuhan
organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan
Humanis (BETAH) serta berbasis teknologi informasi dengan

&l
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perubahan sistem zero growth menuju sistem nommal growih
untuk memperoleh calon anggota Polri yang proporsional dan

berkualitas, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen)
tahun 2020-2024 sebagai berikut;

NO | TAHUN JUMLAH REKRUTMEN TOTAL
AKPOL | SIPSS | BA TA |

1, 2020 | 250 75| 11.333 616 12.274

2, | 202% | 175 75 | 10.650 700 11.600 |

3. | 2022 175 | 100 [21.000 | 1.754 23.028

4 [ 2023 175 100 | 20.700 | 3.300 24 275

5. | 2024 175 100 | 8.800| 2.200 11.275

pemantapan program rekrutmen proaktif dalam proses
rekrutmen Polri untuk memperoleh calon polisi yang berkualitas:
mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir
kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan;
peningkatan kemampuan SDM Polri dalam penguasaan
teknologi informasi.

Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

aj

b)

c)

memberikan  penilaian kinera berdasarkan spesifikasi
penugasan dan wilayah;,

meningkatkan sistern reward terhadap kualifikasi personil Polri
yang mampu mengaktualisasi din lebih baik dalam keilmuan dan
kehidupan masyarakat;

menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang berfujuan
meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistemn
compuler assisted lest,

personel Poir ke lbu Kota Nusantara

Untuk mewujudkan pencapalan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan adalah;

a)

b

melakukan pendataan personel Mabes Polr yang akan pindah
ke |bu Kota Musantara;

menyusun kebutuhan anggaran perjalanan dinas pemindahan
personel Mabes Poir ke Ibu Kota Nusantara;

a2
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¢} menyusun roadmap pemindahan personel Mabes Poli ke lbu
Kota Nusantara.

Sasaran strategis “Tersedianya SDM Pelri pada masing-masing

unit'satker di tingkat pusat sampal wilayah® dicapal dengan arah

kebijakan, yaitu Pemenuhan jumlah personel Polri sesuai kebutuhan
prioritas berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan daerah,

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategl

yang akan dilakukan adalah:

1) pemetaan kuantitas SDM Polri secara propaorsional sesuai kebutuhan
organisasi secara efekiif dan efisien;

2) pemetaan beban kerja secara detail dan definitif untuk penghitungan
kebutuhan personil Polrl secara akurat sesuai dengan kompetensi
jabatan yang diperlukan;

3} menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kena di lingkungan
fungsi SDM secara bertahap untuk pengembangan kekualan SDM
Falri.

Sasaran strategis “Tersedianya kader unggul pimpinan Polri di semua

level" dicapal dengan arah kebijakan, yaitu penyiapan pimpinan unggul

pada semual leveal.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan lersebut, maka strategi

yang akan dilakukan adalah:

1) melakukan pemetaan falent pool anggota Polri;

2) melakukan pembinaan falent pool agar menjadi SDM Polri yang
memiliki spesialisasi:

d) meningkatkan kualitas kader unggul Pimpinan Polrl yang memiliki
komptensi leadership, teknis, dan etika.

4) penempatan kader unggul pada jabatan yang memiliki tantangan
tugas yang kompleks.

Sasaran strategis “Terselenggaranya pengkajian dan perumusan
strategi pembinaan SDM Polri" dicapai dengan arah kebljakan, yaitu
tersusunnya pengkajian dan perumusan sirategi pembinaan SDM Pold
yang obyekiif, komprehensif dan terintegrasi. Untuk mewujudkan

pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
I
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1)  melaksanakan perumusan dan pengkajian kebijakan strategi serta
perencanaan program kerja dan anggaran bidang SDM Polri;

2)  melakukan pengkajian sistem dan metode pembinaan SDM Polri;
3] melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pembinaan SDM Paolri:
4} merumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan Polri,

Sasaran strategis “Terselenggaranya pembinaan karier personel Polri"

dicapai dengan arah kebijakan, yaitu penguatan sistem penilaian kinerja

Pegawai Negeri Pada Polri yang terukur dan akurat dengan pemanfaatan

rekam [ejak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka sirategi

yang akan difakukan adalah:

1) membangun sistemn penilaian kompetensi Pold berdasarkan
pengolahan data berbasis SIPP 2.0;

2) menyempurnakan standar penilaian kompetensi;

3} melaksanakan kegiatan assessmen! center untuk melakukan
penilaian kompeiensi manajerial Pegawai Negeri Pada Paolri.

Sasaran strategis "Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan hak-

hak Pegawai Negeri Pada Polri" dicapai dengan arah kebijakan, yaitu

penyusunan program pembinaan dan pelayanan hak-hak anggota dan PNS

Poiri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

yang akan dilakukan adalah:

1)  melakukan pengkajian sistem pembinaan dan sistem pelayanan hak-
hak Pegawai Negeri Pada Polri;

2) menyelenggarakan pelayanan hak-hak Pegawai Negeri Pada Polri
berbasis digital;

3)  meningkatkan kesejahteraan Pegawai Neger Pada Polri.

Sasaran strategis "Terwujudnya tata kelola SSDM Polri yang bersih dan
transparan’ dicapai dengan arah kebijakan, yaitu penguatan tata kelola
SSDM Poiri.

Untuk mewujudkan pencapalan arah kebijakan tersebut, maka sirategi
yang akan dilakukan adalah:



Pi
MOMOR : KEP! 1048 AII/2022

TANGGAL: I

1} meningkatkan tata kelola SSDM untuk memenuhi standar pelayanan
Internal:
2}  melakukan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3} melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja SSDM
Polri,
4. Kerangka Regulasi
| Urgensi Pembentuk
Arah Kerangka Regulasi danfatau | Berdasarkan Evaluasi Mk s O L
No Penanggung | Tarkait! | Penyela-
Knbutuhan Regulask Regulasi Eksisling, jawab gtitinl | aln
Kajlan dan Peneiltian
1. Keputusan Kapoirl ko Diperlukan perubahan R Binkar; Bag | Ro 2020
KERF72MIEE01T tanggal 25 Juli keempai ferkall [abatan | Jiensis Ro Bankar
01T Tantang EsalonMivalaring berfeniy Jianstra
Jabatan daktam Kepangsalan Esalon
1.6 ke Banwah di Lingkungan
Kepcislan Negers Repukbilil
Indonesta
Z Hepuiuean Kapoln Mo Cipeciukan perubahan Ro Binkar, Bag | Ro 2020
Eep1BBOMXIN201E Tanggal 2 unbuk menyesualksn Jiansis Re Binkar
Desambar 20718 Tentang Tunjangan | dengan Perpras Tunkin | Jiansta
Kinerja Bagl Pegeawsl & Lingkungan
Kepciisian Negara Regublik
Indonasia
3, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun | Dipenukan revisi dalam | Ro Binkar; Bag | Ro 2020
2012 tentang Mutasi Angoola paraturan tersebut; Jiansis Ra Binkar
Kepoiisian Megara Repbulik Jianstra
| Fedonesia
4 Paraturan Kepaia Kepollelan Megara | Diperukan perubahan Ro Watpers; Ro 2020
Republk Indonesla Mo 4 Tahun terkait jumiah bisyva Bag JAansis Ro | Walpars
£008 Tanggal 3 Juni 2008 Tenfang | penalanan dinasimidasi | Jianstra
Tata Cara Pengejuan Blaya
Perjalanan Dinas Mulasi Di
Lingkimgan Kapolisian Megara
Repubik Indonesla
6 | Peratuan tantang Pemberian Untuk mengakomaodie Ro Watpers; Ro 2020
Parghargaan di Lingkungen perubakan [Ingkungan Baeg Jiznsiz Ro | Walpers
Hepallsian Negara Republik strateqis terkin Jdiangtra
Indonesia
B Panyusunan Kep Kapalr tentang Diperiukan dalam Ro Binkar; Bag | Ao 2020
Eselon dan Nivellering Jabatan ramgka penyesisian Jlanzsis Binkar
Fungsional Anggola Poln dan adamya fadatan Rojiansira
Pembahasan Llaulan ke-2 fungsional di dalzam
Fenetapan Jabatan Fungsional Polri
Aanggota Palr
7 Penyusunan Rancangan Parkap Diperiukan uniuk Bagmutiab Ro 2020
Sistam, Manejamen, dan Standar mmriiokrasi berbssis Rabinkar Blrkat
Keberhasilan Pembinaan SOM Poln | kompetens)
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- Perabusan Kapold Mo S Tahun 2017 | Deperiukan revisi Ro Binkar; Bag | Ro 2
Tentang Perubshan Alas Peraluran | mengenai kenaikan Jiansis Ao Binkar
Kapoli Nomar 3 Tahun 2016 pangksat eetingkat bedh | Jlanatia
Tantang Adminisirasi Kepangksatan tinagl bagd vang
Anpgota Kepolisian Negara Repubi | mandedukl jabatan
Inhanesia sailnghat menter|
B Peraturan téntang Penyelenggarean | Dibuwiuhken perubahan | Ro Binkar; Bag | Ro 2021
Assessmant Canter Kepollsisn urtulk menyesuatan Jiansis Ro Binkar
Megara Republik Indonaska terkait klasifikasi Jiznatra
kegeatan Asseszmant
Center
10, | Peratwan tertang Pedoman Parlu dilakukan Rewisl Re Binker; Bag | Ro 2021
Agministrasi Leporen Kekustan atas Kap Kapaii jiansis Ro Binkar,
Pegawal Magerl Pal sebalumnya untuk JHenatra Bag
mengakomodin infopers
parubahar linghungan .
sirategis. Subbay
Lahtslsk
1. Penyusunan Rancangan Pefap Diperukan pergturan Ro Waipars; Ro pilnrg |
lentang Fengaresutamaan Gander baru yang sesusl Bap Jlansts Ro | Walpes
dengan perkembangan Jianstra
Zaman
12. | Peraluran Kepala Kepolizian Negara | Akan ada perubshan R Watpers, 1] 20
Republik indoneeia Mo 22 Tehun | lerkait perietapan status Bag Jiansis Ro | \Walpess
2007 Tanpgal 5 Cesembar 2007 | yang akan barpangaruh | Jisnstra
Tentang Tata Cara Penentusn | peda santungn
Status Gugur, Tewas, Hilang Dan f
Meninggal Dunia Biasa Dadam
Tugas Bagi Anggota Kepolialan
Mepgara Republi Indonesi
13, | Paraturan Kepoli Momor 15 Tahun Diperiukan revisi terkail | Ro Watpers; Ro 2021
2017 tentang Penetagan Slatiis peraturan yang lame, Bag Jiansis Ro | Watpers
Tingkad dan Kecacatan Jiarstra
Pagawai Mageri pada Polrt
14, Rancangan Perkap antang Dipedukan sebagal R Pai; Ro Psi 20
Fendampingan Paikososial findask Berjud pelavanan | Bag Jiansés Ro
Poiri bagi yang Jignatra
terdampak bencana
16, | Peraturan Kapolri No 4 Tehun 2007 | Diperdukan revis ledcail | RoPsi; Bag Ro Psi 20
tentang Tata Cara Pemerikaaan \ peratutran tersetul Jigmsis
Pgikalogi bagi Calon Pemagang 1
Senpi Organik dan Mo Drganik Palil |
16, | Peraturan Kapoli Mo 8 Tahun 2018 | Dipedukan perubahan Rodalpers, Ra s
Teriang Penystaraan Lulusan ufluk miaryesudikan Bap Jekdida:, | Dalpers
Program Pendidikan Strata Dua, dan | dengan masukan dari Bag Jiansie
Strata Tiga Kedinasan Dengan FTIK, tantang reward
Luiusan Sekolah Staf dan Pampinan | kepada para ekademisi
Menengah, dan Sekolah Staf dan Podr
Fimpinan Tingpl
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Peraiuran Kapoin Tentang Padoman | Untuk mengakomodir Rodaipars, 2022
17, | Adminisirasi Penerbilan Pebikan || pensbahan [ingkungan Bag Diapars, Rodalpe
Sural Keputusan Pangangkatan abrategis berkini. Bag Jiansis s
Anggoie Poln
18. | Peraturan Kapolr tendang Sistem Perlu dilakukan ravisl Ro Binkar, Bag | Ro 2022
informasi Personal Kepolisian atas Perkap jansis Ro Binkar,
Megara Republik Indenssia [(S1PP) sabelumnys untuk Jignstrs Rofmns
mengekomodic &
perubahan terhadap
lingkungan sirateqis
18 Peraburan tentang Padoman Perlu dilakukan mevisi Ro Binkar; Bag | Ro ik
Administrasl Penpelolaan Data aias Kap Kapoli flansiz Ro Binkar,
Parorangan Anggota Polri Sebalumnya untuk Jianstra Bag
mangakormodir Infopers
parubahan lingkungan !
elratagis Subbag
Mindiok =
20. | Perkap No 13 Tabun 2008 Tentang | Diperiukan perubahan | Ro Binkar Bag | Ro 2022
Fembarlakukan Jabaian Fungeienal | khisus unbuk anggota Jiansie Fa Binkar
Rumpun Kesehatan Bagi PNS di Palri Jianstra
Lingwungan Paolri
21 Rowisi Pempod Momor 1 Tehun 2018 Bagkhirdin, R 2022
Elm Adminisirasi Pengakhiran Bag|lansis Walpers
nas
22, | Revisl Perkap fentang a-Karu Tanda | Meyesusika kondisé Baginfopers Ro 2022
| Anggota sekarang Binkar
23, | Perajuran Pemerintah Republik Sedang datam proses R Walpers; R 2023
indanesia Mo 42 Tahon 2010 révisi peraluran agar Bag Jianels Re | Waipers
Tertang Hak-hak Anggota | memiliki hak yang sama | Jianstra
Fepalizian Megara Republik oengan THI terkas
Indonesia kandisi cacat
5. Kerangka Kelembagaan
SASARAN PROGRAM DAN TARGET
STRATEGH BASARAN -
STRATEGIS KEGIATAN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2034 |
Terwujudnya | Meningkatkan o1 Program 1
tata kelola taia kelola dukLingan
SEDM yang | SS50M wnluk manajemen dan
bersih dan rdmanuhi
ranspasan standar ugas leknis
pelayanan lainnya Polri
imtarmal
5052 Kegiatan
Panataan
Helembagaan dan
kelatglaksaan
Palri
Peribahan
Perubahan
namenkiatur, nomankisiur Bagrebod W
penggabungan. | manjadi Bagbintahtal:
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zara
penambahan bag

dan subbag pada
Bira Watpers

Perminakan
nomenkisiur Subbag

Beladii menjadi
Subbag Beladifl dan
Cliahraga Polri,

Panggabungan
Subbag Roehani
islam, Prodastan &
Katolk, Hindu Budha,
dan Keyakinan
mgmjadi 1 {satu)
Subbag Rohani,

Panambahan 1 Bag &
5 Subbag, vaknl
Bagian Pembinaan
Kamampuan Profasi
dangan 1 (i)
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Subbagetprof,
Subbaghinlatprof &
Subbegdalprof

Pernambahan
Subbagmantal &
Bubbag Malivasl
Kejuangan pada Bag
Raligi

Panambahan
Subbag pada Biro

Jignsira

Penambahan 1 {satu)
Subbap, yaknl
Subbag Jakbangpuan

pers pada
Bagjekdikial

Peningkatan
Subbag, peralihan
subbag, dan
pEnamaehan
gubbayg pada Birg
Peixologl

Peningkatan Subbag
Psiysnmas Bagpeipod
menjad|

Bagpsiyanmas

Peralhan Subbag
Jarlalpsi yang samula
di Bagpeipers
menjadi di Bagpsipol

Fenambahan 2 (dua)
Subbag di Bagpsipars
yailu Subbsglekpsl
dikctuk dan
Bubbaglekps dikbang
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subbag di
bagpsivanmes yaliu
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subbagjarbang
peiprof
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Dalam rangka mencapal sasaran-sasaran strategis, Polri dalam target
kinerja telah menetapkan fima program, yaitu: Program Dukungan Manajemen;
Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri; Program
Profesionalisme SDM Poln; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, dan Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi SSDM Polri, serta dalam rangka
mendukung tercapainya kebijakan pada fevel nasional dan jevel Polr, maka
SSDOM Polri bertanggung jawab pada program Polr ke tiga yaitu program
profesionalisme SOM Polr. Pada program ini, SSDM Polri telah menjabarkan dan
menetapkan empat tujuan dan tujuh sasaran strategie (SS51-8S87) yang
merupakan kendisi-kondisi yang ingin diraih secara nyata dan menjadi target
pencapaian selama lima tahun, dan tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran
strategis yang ditetapkan adalah untuk memberikan gambaran mengenal
pengaruh atas ditimbulkannya hasil (oufcome) dar program tersebut
Selanjutnya untuk mencapal tujuh sasaran strategis SSDM Polri tersebut,
dilaksanakan melalui empat Program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
unit kerja di lingkungan SSDM Polri, yaitu sebagai berikut:

a.  Program Dukungan Manajemen;

b. Program Modernisasi Almatsus dan sarana dan prasarana Polri;
c.  Program Profesionalisme SDM Polri;

d. Program FPemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mengukur fingkat keberhasilan capaian suatu sasaran sirategis,
maka setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Utama.

a0
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JULT 2022
TARGET KETERANGAN
BASARAN STRATEGI IKLI/IKP i 5
020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Profesionalisme el Jianetre, Birkar,
551 IKLi 1 | Profesionalitas 74,75 7578 | 7875 | TT.78 T8.78 I !
i SOM Poli it gt
Fersentase A .
Terpenuhinmya pemeanuhan Lﬂsrr';;n'ﬂmd;nma
S0OM Paolrl pada kebutuhar Binkar
s ing-rmasing personel pada
582 | i tker o kL2 masing-mash B5% B B3 BE% TR |2 Far!mggung
tngkat pusal unit'satker di ore
] Baginfopers
sampai dasrah tingkal pusad -
sampai daarah Mk
Teraadianye kader
Parzantess
$§3 | UNOQUIBIMAINER | 4oy | ceytuhanjumiah | 96% | e8% | 88.5% | sesw | pa.sw | SAOMUEb
ua alent poot Riobdnkar
laws)
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Tersalenggaranya muhan
554 pengksiian dan pengkajian 1
perumusan strategl | KU 4 o, iR 100 | 100% 100% | 100% | 100% | Jianstra
p=mbinaan S0OM E'Enﬁw g4
Poiri =g
menjadi
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AEResge
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Menyusun daiabase postur Pold sasusl
dengan kondisi s2at ind dan yang akan
datang

Menats proparsi jumiah personel Pokn
yang mengikull pendidikan

2. Kerangka Pendanaan
Dalam upaya melaksanakan arah kebijakan dan strategi, seria mencapai
target sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan dukungan
kerangka pendanaan yang memadai, Pendanaan yang dimaksud bersumber dari
pemerintah Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan
Dana Hibah (DH). Dana tersebut digunakan untuk pendayagunaan anggota dan
PNS Poliri deml meningkatkan pelayanan hak serta kualitas dan daya saing guna
mewujudkan SDM Pelri yang berkeunggulan. Secara terperinci kerangka
pendanaan SSDM yang berdasarkan pada sasaran strategis dan kegiatan/output
sebagai berikut:
Sasaran Strategis Keglatan/ Output Fmﬁn Keterangan
581,
Profasiona@sme S0 Malaksanakan rekrutman Poln
berdasarkan kebutuhan organisasi
dengan grinsip Bersih, Transparan,
Akuniabel, dan Humanis (BETAH)
dengan proaktf serta barbask laknalogl
Informesi dengan perubahan sistemn zem
growithi menuju sistem nommal growi
uniluk memperoieh kuantitas anggola
Polrl yang proporsional dan berkusitas,
M
Menysienggarakan uji kompetensi e
jabatan yang bertujuan meningkatkan
produktivites dan kualitas kinerja dengan
aistam compher assisted fost
Metsksanakan penilaian SMK dan PPK
Metsksanakan pambsian ewand keneda
parsonel yang berpreslasi
S8,
Terpenuhinya S0M Polfi | Memenuhi kebutuhen personel dan
pada masing-masing sarana pada litik-tik pelayanan publi
whit!satkar di tingkat kepoliaian
pusat sempal daerah
Rasionalizasi dan realckas personel Poln
tingial Mabas dan Polda ke Polres dan AN
Polses umuk tuges pelayanan PNBP
DH
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perngarmbangan umum dan meningksatkan
pandidikan pengembangan speskalEas

553,
Tersedianya kader etk sanakan pemataan lusan
unggul pimpinan Palri di | pendidikan pambentuken dan
Sl sl evad | pengemisangan umem sebagai kader
unggul
Menyeleks| dan menunjk aseessor pada
seliap fungsi teknis kepoisian
M
Menerapkan sistlem menfisdng dalam ENRP
pembaniukan kader unggul oH
Melaksaraizan ponitaian kinerfa dan
kompatansi terhadap Eader unggul
BRCAra penodik
Melaksanakan penampatan kader unpgul
pada jabaten yang memiliki tantangan
tugas yang komplaks.
S54.
Terselanggarannya Meryusun neskah evalsasi terhadap
kajian dan penemussan siglem pambinaan SDM
siraleg: pembandaan S0
Palri
Meryusun naskah kifan secaa
komprehensif sebagai tindak lanjut darl
avaluaei sigtem pembinaan S0/ RM
PHEF
hemyusun ponemusan naekah kebijakan OH
tantang penyelenggaraedn Lishem
pembinaan S0OM
Menyusun parumusan kebjakan di bidang
pandidikan dan pelatinan Folr.
554,
Tergelenggarannya Meningkatkan pemenuhan kapasias dan
pembinaan kariar kapabiilas S0OM melalui pendidikan
personel Bolri pangembangan
Melaksanskan kegiatan sssessment RM
caiar sampal dangan tingkat Polda PNEP
dalam rangka pembinaan karier DH
Melaksanakan promosi jabatan
berdasarkan kompetensi sacara terbuka
588,
Terselanggaranmya Meiaksanakan pembinaan jasmani,
pembinaan dan rahani, pemarksaan kesehaian,
petayanan hiak-hak pemariksasnkonseling psikologl secara
anggota dan PHS Palri barkals
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Mambadikan ketsramplian kewirausahaan

kepada pegawal Pold yang akan
meamasuki masa pensiun

Meningkatkan kesejahteraan angpota
dan PNS Polri melalul penyediaan
perurrdsshan dinas maupun rumsh
bersubsidi

RN
PHEF
Melaksasnakan pemberian fande jasa dan DH
landa kshormatan, pelayanan cutl
ibadah, cutl, gali berkala, keraikan
pangkat, serta nikah, ceral, dan rujuk

Memberikan kesempatan kepada
enggota dan PNS Pold untuk mengikutl
pendidikan lanjutan di datam maupun luar
neger

Mengintegrasikan salunih pelayanan hak
anggota dan PNS Poir secara digital
yang terkoneksi dengan SIPE 2.0

=87,
Terwujudnya tate kelola | Menyusun rencana kebutuhan den
BE0OM yang bersih dan alokasi anggaran

Iransparan

Percapatan Reformasi Birokras) Polrt di
lingkungan 5500 meldsiul panilaian
indeks Tala Keiola 5500

Melaksznakan Revolust Mental,

| khususnya mengembangkan budaya antl
kerupsi intemal SS0M Poln dengan
mambentuk tim pembangunan $ona
Inlegeiias menuju WBK dan WEBEBM

Membentus sisterm pengawasan dan Tim PHEF

Irbesrmanl Andi Kiorupsi untuk menekan
budarya konupsi ¢ lingkungan SS0M Pald

hengoplimalkan koordinast dan
karjasama mtemal dan ekslemal uniuk
memperkuat pengemban fungss
penGawASAn

Memyusun naskah akademik untuk
penguatan Kalembagasn' struktur
nomenkiatur irlamal SS0M Polr yang
tepat ukueran (Mol size) dan tepat mase
| berlakunya (right perod)
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Polri tahun 2020-2024
merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang melingkupi penjabaran visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategie dalam mendukung suksesnya pelaksanaan
program kerja Polri dan agenda pembangunan nasional. Rencana strategis ini
merupakan dokumean yang barsifat dinamis dan dapat
di-review secara rutin dalam jangka waktu tertentu sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh
karena itu, sangat diperlukan peran aktif dan kontribusi dari seluruh satuan kerja dan
personel Polri guna mengimplementasikan Renstra SSDM Palri tahun 2020-2024,
sehingga visl, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat tercapai.

Revisl ini dilakukan sebagai upaya harmonisasi dengan RPJMN 2020-2024,
Renstra Polri 2020-2024, dan Program Prioritas Kapoln “Transformasi Menuju SDM
yang Unggul" serta evaluasi capaian target Rentra SSDM Polri pada tahun 2020-2021.
1. Kaedah Pelaksana

a.  Mengutamakan sistem pembinaan dan pelayanan di bidang SDM secara
integratif, berkesinambungan, efektf, efisien, proaktif, kemitraan, objektif,
transparan, proporsional, prosedural, akuntabel, humanis, dan kesamaan
hak yang berbasis Sistem Informasi Personel Palri.

b. Pentingnya mengutamakan tata kelola penyelenggaraan manajemen dan
teknis pengembangan SDM Polri melalui pembangunan zona integritas
meanuju wilayah bebas Korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani.

c. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola pembinaan SDM
Poiri dari proses penyediaan, pendidikan dan latihan, penggunaan,
perawatan personel, dan pengakhiran dinas yang lebih adaptif, akuntabel
dan legitimate untuk mewujudkan profesionalisme SOM Palri.

d. Membangun dan mengembangkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi
dengan kementerianflembaga, staksholders serta mitra kerja sebagai
implementasi strategi pembinaan SDM guna pencapaian hasil yang optimal
(outpul) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (outcome).

TS
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2. Autentifikasl dan Distribusi

a8,

Autentifikasi Renstra SSDOM Polri merupakan jabaran dari Renstra Palri dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
yang telah disahkan oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia
sebagai pimpinan satuan kerja maupun satuan fungsi sekaligus sebagai
pejabat pengguna anggaran.

Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jgjaran SSDOM
untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani
oleh penanggung jawab program guna pencapaian oufcome.

29 Juli 2022
BIOANG SUMBER DAYA MANUSIA,

U WIDADA, M.Phil.
H JENDERAL POLISI
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PENDAHULUAN

Dalam Manual Indeks Kinerja Utama (KU} Staf Sumber Daya ®Xepolisian Negara Republik
Indonesia [selanjutnya disebut 5500 Poid) Inl dijabarkan Sasaran Strategis 550M Polr wuntuk pariode
2020-2024 berikut deéngan penjelasan yang menyeluruh mengenal Indikator-indiketor kinerla yang
berhasil dibentuk darl setiap sasaran strategis yang telah disepakati dan ditetapkan oleh 5500 Palri,
Dikembangkannya Sasaran Strategl inl merupakan bertuk darl komitrmen S50M Polri untuk semakin
bergerak menciptakan sumber daya manusia pada organisasi kepolisian yang profesional. Pengembangan
Sasaran Strategl 550M Polri juga dimaksudkan untuk terwujednya SSDM Polr yang akuntabel, yakni yang
memiliki arah kerja dan tolak wkur kinerja yang jeias dan dapat dipertanggungiawabkan, yang berangkat
dari visi-misi 550M Polri vang bertanggung jawab dalam menciptakan S0M Palri yvang berkualitas dan
berdava salng melalul penyvelenggaraan sistem dan manajemen 5DM vang berkeunggulan.

Pembuatan Sasaran Strategis S50M Polri 2020-2024 Ini tentunya tidak lepas darl agenda besar
Pemerintah Indonesia yang semakin mendorong terwujudnya sumber daya manusia yvang unggul,
khususmya sumber daya manusia dari instansi vang menvelenggarakan fungsi pemerintahan, dalam upaya
mengimplementasikan reformasl birgkrasl, Pemerintab secara khueses telah mengeluarkan berbagas
acuan hukum untuk mendorong terwujudnya reformasi birokrasi, di antaranya melalul Undang-Undang
Mo. 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara wang Bersih dan Bebas dar KKN, Undang-Undang
Mo, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional, Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2014 tentang Slstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah BRI No.
17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pada
level Polri sendiri, acuan hukum yang relevan telah pula tersedia, yvakni di antaranya melalui Peraturan
Kapold Mo, 17 Tahun 2013 tentang Slstem Perencanaan Strategis Poirl dan Swrat Keputusan Kapeirl Mo,
Pol: Skep/360,/VI/2005 tentang Grand Strategy Polri 2005-20125.

S5DM Polri telah menjabarkan strategi kinerja Polri wuntuk dapat dimanifestasikan ke datam
strategi pencapaian kinerja. Dengan katz lain, SSDM Polri telah berkontribusi dalam mendukung
terwujudnya visi-misi Polri dalam skala naslonal, Dalam naskah Inl telah disusun Manuad Indikator Kinerja
Utama [IKU] 550M Polri yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis pada Renstra 5500 Paolri vang
terdirl atas 7 sasaran strategis, 7 KU dan 2 IKP. Semoga Sasaran Strategis yang telah dijabarkan datam
Banual [KU 5500 Polrl menjadi pedoman pencapaian pengukuran kinerja dalam mewujudkan SDM vang
berkeunggulan,



BAB | MATRIKS INDIKATOR KINERJA 550M POLRI 2020-2024

# Jiansira
§51 | Profusionalisne SOM | i 1 | ks Profeslanallas | 7, 76 | 7575 | 76,75 | 77,75 | 7875 | - ke
= \Walpars
Perseriess
T
Pm‘nn'{:i;ﬂ. E.D“ pemeaniEan = Jisnaira
582 | masng untisatker & | U2 mﬁgﬂm B5% | B6% | &7% | 5a% |535% | Daipers
fingkai pusat sampsil unit/setker @ Yngkat = Hinkar
discasih pusal sampai daerah
Tarsedianya  kador
553 | unggul pimpinan Polr | IKU 3 e o1 | oo | go% | 9.5% | 99.5% | 99.5% | Binkar
SAMuUa
Persentass
sq | Terwelenggaranya pamanuhan  naskah
m‘m m B 4 “‘”""‘F“:H.tmnm 100% | 100% | to00% | 100% | 100% | Jiansws
pembinaas SOM Polri yang menjadi
kabijakan Palri
Persenase
perengkatan parsonel s Jigngira
KRG | Pold yang mangiketi | 2% B 9% | 10% | Il% » Cialpars
Tersalanggarannysa F-'“'I'II'IH::FIEII'I
355 | pembinsan karber
personel Poln e .
WU & ;":1';'"5" e | 90% | 91 | @2 | 03w | 9e% | Binkar
perayaratan
Tarsslenggarsnnys
pesmbingan gan Tingkat pamanuban  Binkar
556 | pslayanan  hak-hak | WU 7 | hak-hak anggota dan | 5% | 67% | 68% | Tiw | Tase | *Welpers
anggota  dan  PNS PNS Palri « Pslkalogl
Poil
Terwjudnys st | P71 | NISiSAKIPSSOM | 701 | 702 | 7026 | 7036 | 70,38 | Ranmin
287 | kelos SS0M yang
barsih dan ranspearan 5
Pz | HiaRINGTRANGEEEN | 631 | 22 | 823 | @24 | 825 |Renmin




BAB Il MANUAL INDIKATOR KINERIA SSDM POLRI 2020-2024

Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
s Utama 2020 | z0m1 2022 | 2023 | 2024
3 Indeks
551 E;;E*'“"a"sm" KU1 | Profesionalitas | 7475 75,75 78,75 7775 78.75
SOM Palri

Mama Unit S50M Palr
Kode Indikator U1
Sasaran Strategls Profesionalisme 50M
Mama Indikator Indeks Profesionalitas SDM Palri
Polarismsi Indikator Maksimal

Definisi Indikator

indeks Profesionalitas 50M Polri merupakan ukuran kineria keseluruhan daripada
sasaran strategls S50M Polr terkait terwujudnya profesionalitas 50M Polrl yang
profesional. Indeks ini terdin dari penghitungan empat komponen sebagal

berikut:

1. Rekrutmen BETAH

2. Kompetensi

Formula Indikator

3. Kinerja

i. Reword

kKomponen yvang sodah dibobotkan:
M Bobat
o Wariabel ——
1. | Persentase pelaksanaan rekrutmen dengan prinsip BETAH 25%

dan proaktif

2. | Persentase uji kampetensi jabatan ADH,
3. | Nilai rata-rata SMK anggota Polri 25%
4, | Nilal rata-rata PPK PNS Palr 5%
5. | Persentase pemberian reward 5

Satuan pengukuran | Skor Indeks

Penanggung jawab _

Indikator Dalpers, Binkar, Watpers
Sumber data Indikator | Jianstra, Binkar, Watpers
Periode pelzporan Tahunan




Indi '
N ran Seakad kator Kinerja Target
Litama/Variabel 2020 rlife 2022 2023 2024
Indaks
KU 1 | Profesisnalitas T4 TS 76,75 1875 775 T&TE
DM Palri
Akpol: 2150 | Akpod: 175 |Akpal: 175 | Akpol: 175 | Akpol: 175
BIFSE .75 | RIPSS TR | SIPSS - 100 | SIPSS 100 | SIPSS 100
551 Profesionalisme e S— Ba:11.333| &a: 10650 |Ba:-21.000 | @a: 20.700 | Ba:E.RBDD
SDM SRR Ta:6l6 Ta : 700 Ta:1750 | Ta:3.3D0 | Ta:2.200
V1 s e PME! RS BrS! PHS: PRrS:
BE:‘.:‘:-I dI:m 3 mengikutl | menglkwtl | mengikus | mengikuti | mengikutd
et glokasi alokasi alakasl alokask alokasl
P . formasi formasi formasl.dar) formasi formasi
dari Men | dariften  |[Men dari Man dzri Men
PANRA. PANAR, PANRE PANRE, PANRE
Maina Unit S50M Palri
Kode Indikator KU 1
Sasaran Strategis Profesionalksme SDM
: illl T Pt Indeks Profesionalitas 5OM Polri
Mama Variabal Rekrubtmen BETAH
Mama Indikator Pelaksanaan rekrutmen dengan prinsip BETAH dan proalktif
Polarisasi Indikator Maksimal
Pefaksanaan rekrutmen dengan prinsip BETAH dan proaktif untuk mempercieh
Definis| Indikator . il bbbt i ¥
calon anggota Polri yang proporsional dan berkualitas
| ula indi {jumdah realisas! per tahun F jumilah target kebutuhan personel per tahun) *
100%,
Satuan pﬂ'lﬂ_lhlrl_l‘l Jurniah
Wm Cralpers
Indikator
Sumber data Indikator | Janstra
Pericde pelaporan Tahunan




, Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
Utama [ Variabel 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Indeks
IKU 1 | Profesionalitas T4 75 - TETh | ey
SOMA Podri
ce1 :I;n:ﬂe-:.lnnallsme
Parsentase u)l
W2 kompetensi B% 7% B 9% 10%
jabstan
Nama Unit S5DM Polri
Koda Indikator KL 1
Sasaran Strategis Profesionalisme SDM
Uts : - Indeks Profesionalitas S0M Polri
Mama Variabel Kompetensi jabatan
MNama Indfkator Persentase ufi kampetensi jabatan
Polarisasi Indikator | Maksimal
it Persentase uji kompetensi jabatan untuk meningkatkan produktivitas dan
Dttt I kualitas kinerja dengan sistem CAT
[lumlah personel Polri yang mengikuti uji kompetensi jabatan tabun n} -
: [lumiah personel Polri yang mengikuti uji kompetensi jabatan tahun n-1] /
ForUa N [lumlah personel Polri yang mengikuti uji kompetensi jabatan tahun n-1] *
100%
Satuan pengukuran Persentase
Penanggung jawab
Srdthiak Binkar
Sumber data
il stor Binkar
Tahunan

Periode pelaporan




indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis .
gl Utama / Variabel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks

KU 1 | Profesionalitas T4, 75 TaTh T8, 75 76 TB.7E

gsi Profecionalisme S0OM Polri
SO Nilai rata-rata
V3 EME angpota 4 76 78 B0 az
Polri

Mama Unit S50M Palrl
Kode Indikator KU 1
Sasaran Strategis Profesionatisme SO
Mama Indikator =
Utama indeks Profesicnalitas SOM Polrd
MNama Varlabel Kinerja
MNama Indikator Milal rata-rata SMK anggota Pelrl
Polarisasi Indikator Maksimal

Indikator nilal rata-rata SME anggota Polrl merupakan suatu indikator yang
Definis! indliator digunakan cleh 5508 Polri untuk mengukur kirerja dari anggota Polri

o S '

£ Ia Indikato E:Ir:‘ll{ah keseluruhan Nilai SMK anggota Polri / jumlah seluruh personel
Satuan pengukuran | Nilai
Penanggung jawab
indikat Binkar
:IE' Hﬂl II 'd_'“ Binkar
Periode pel Tahunan




indikator Kinerja Utama Target
Sasaran Strategis
= { Varlabel 7020 | 2021 | 2022 | 2003 | 2024
Indeks
kL] Profesionalitas T4, 75 =W TG, TE T7.7a 78,15
Prafesionalisme SDM Paln
551
P Milal rata-rata
W PPK PNS Polri 7B Fi 8O Bl az
Mama Unit S50M Palri
Kode Indiator KU 1
Sasaran Strategis Profesionalisme SO
Nama Indikatoe Indeks Prafesionalitas SOM Palr]
Litama
Nama Variabel Kirerja
Nama indikator Milai rata-rata PPK PNS Palri
Polarisasi Indikator | Maksimal
indlkator nilal rata-rata PPK PNS Polr merupakan suatu indikator yang
Dt Il ator digunakan aleh SSOM Polri untuk mengukur kinera dari PNS Polrl
Formula Indikator (urmiah keseluruhan Nilai PPK PNS Polri / jumiah seluruh PNS Polri)
Satuan nm!uh:m Mitai
Penanggung jawab .
indil Binkar
‘Sumber data !
| - Binkar
Periode pelaporan Tahupan




Indikator Kinerja Target
Sasarun Strategis Utama / Variabel 3020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
ey Indeks
4 Profeshonalitas T475 75,75 76,75 7. 75 TH.75
et Profesionalisrme S0M Poiri
S0 Persentase
W5 | pemberian 5% L 5.4% 5,6% G,E%
reward
Nama Unit S50M Palri
Kode Indikator KU1
Sasaran Strategis Profesionalisme SDM
Nama indikator Indeks Profesionalitas SOM Polr]
Licama
Nama Variabel Kinerja
Nama Indikator Persentase pemberian reward
Polarisasi Indilkator | Maksimal
Definisi Indikator Persentase pemberian reword kepada personel berprestas|
i ]:Jmlah persanel yang mendapatkan reward / jumlah keseluruhan personel
100%:
Satuan pengukuran | Persentase
Fﬂmnmliuﬂh S
Inellkator P
::“lh Watpers
Perlode pelaporan Tahunan
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indikator Kinerja Target
Sasaran Strate
e Utama/Variabel 2020 | 2021 2022 2023 2024
Persentase
Terpenuhinmya pemenuhan
SDM Polri pada kebutuhan
masing-masing personel pada
552 unit/satker dl IKU 2 mssing-masing 5% [ 67% 53% 53.5%
tingkat pusat unit/satker
sampal daerah Pusat sampai
daerah
Mama Unit S5OM Palri
Kode Indikator KLU 2
Sasaran Strategls Terpewjuh'm',.-a SDM Polrl pada masing-masing unit/satker di tingkat pusat
sampai dasrah
Nama Indikator Persentase pemenuhan kebutuban personel pada masing-masing
Utama unit/satker Pusat sampai daerah
Polarisasl Indikator haksimal
Persentase pemenuhan kebutuhan personel pada masing-masing
unit/satker Pusat sampai daerah merupakan suatu parameter dalam
mengukur kinerfa dari 5500 Polrl dalam memenuhi jurmiah persenel pada
masing-masing satker,
KL Inl mengukur kebutuhan personel pada titik-titlk pelayanan publik,
Tasintst tndicator rasionalisasi dan realokas| personel Polr tingkat Mabes dan Palda ke Polres
dan Polsek untuk lugas pelayanan, database postur Polri sesuail dengan
kandisl saat inl dan yang akan datang, serta menata proporsi jumlah
personel Polrl yang mengikuti pendidikan pengembangan umum dan
meningkatkan pendidikan pengembangan spesialisasi.
kat (jumlah rill personel pada masing-masing satker / jumlah kebutuhan
i indi personel pada masing-masing satker] * 100%
Satuan p-l-_n!Lin.l'ln Persentase
Penanggung jawab
Indikator kol
Sumber data Indikator | Jianstra dan Binkar
Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
Utama 2020 2021 2022 2023 2024
Tersedianya Persentase
g5 |lederunesd | ., | Keutuhsn oo9% | oo9% | S9sm | 99.5% | 99.5%
pimpinan Palr Jumlah Talent
di semua level Poaol
Mama Unit S5DM Poiri
Kode Indikator IEL 3
Sasaran Strategis Tersediarmya kader unggul pimpinan Poln
Nama Indikator Persentase keutuhan jumlah anggota folent pool

Paolarisasi Indikator

Maksimal

Definisi Indikator

Persentase keutuhan jumiah anggota talent pool merupakan suatu
parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja dari 3500 Poiri terkadt
dengan kompetensi dan kinerja dari para anggota talent pool Palri.

IEL Ini mengukur persentase darl anggota Polri dalam satu angkatan yang
tetap menjadi anggota talent pool untuk disiapkan menjadi pimpinan pada
sermua level melalul pemetaan lulusan pendidikan dan pembentukan dan
pengembangan umem, mekakukan penyeleksian dan menunjuk asesor pada
fungsi teknis tempat tugas kader unggul, menerapkan slstem mentoring
dalam pembentukan kader unggul, melaksanakan penilaian 13 kemponan
terhadap kader unggul secara periodik, serta penempatan pada jabatan
strategis.

Formula Indikator

{Jumiah seluruh anggota talent pool setelah proses penilaian pada periode
n+1] ; {Jumlah kesefuruhan anggota talent pool yang dinilal pada periode n)

* 100%
Satuan pengukuran Persantasa
neeapmneIoneb  ['sinkar
f:;‘:;:'u Binkar
Periode pelaporan Tahunan
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Target
Sasaran Strat indikator Kinerja Utama
e 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Presentase
Terselenggaranya pemenuban
pengkajlan dan naskah
peErumiusan strateg pengkajian
a5d pembinaan SOM KL 4 SaRgErb AN 100% 100% 100 100% 100%
Palri yang SOM yang
berkeunggulan menjadi
kebijakan Polr|
Nama Unit S50M Polr
Kode Indikator (KL 4
Terselenggaranya pengkajian dan perumusan strategl pembinaan SDM
SERraY Statossy Falri yang berkeunggulan
Niaras irschl Presentase parmanuhan naskah pengkajian pengembangan SOM yang

rmenjadi kebijakan Palr

Polarisasi Indikator

Maksimal

Persentase pemenuban naskah kajian pengembangan SDM menupakan
suaty parameter dalam mengukur kinerja 5500 Polrl mengenal jumlah
kajlan pengembangan 5DM vang diimplementasikan. Adapun kinerfa
pemenuhan naskah tersebul mengacu pada:

1. Jumlah naskah analisa dan evaluasi terhadap sistem pembinaan SDM

Definisi Indikator
2. Jumlah naskah pengkajian strategis secara komprehensif
3. lumlah naskah kebijakan tentang peryelenggaraan sistem pembinaan
SOnA,
4. Jumlah perumusan naskah kebljakan kerjasama pendidikan dan
pelatihan.

. [Humlah kajian pengembangan 500 yang dibuat / Jumlah total kajisn

ula Indikator pengembangan SOM vang direncanakan) * 100%

Satuan pengukuran Persentase

Penanggung jawab .

indikator s

Sumber data Indikator Jianstra

Perlode pelaporan Tahunan
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Sasaran Indikator Target
Strategis Kinerfa Utama 2020 2021 2022 2023 2024
Lemiannes: 57 | Lemhannge 14 | Lemhannas: 30 | Lemhanngs. 10 | Lembannas: 10
Sazmermll B2 Seaxirrdl: 150 Seapimti 129 Sespimdl: 75 Sespimil TS
Sespimman 241 | Seepimmen 274 | Sespimman; 225 | Sespimmen; 180 | Saspimmen: 150
Sespimma; 200 Sespmma; 200 | Sespimma 200 | Sespemma; 200 | Sespsmma. 200
Persentase | 51PTIK 125 51 PTI 130 51 PTIK: 208 51 PTIH: 4TS 81 PTIK: 175
Terseleng| beningkatan | 52 FIA UL 20 SZFALUL20 | S2FAUL2 [S2FRAUF20 | S2FIA UL 20
| 52 PTIR: 20 52 PTIRC 20 52 PTIK: 20 52 PTIRC 20 52 PTIK: 20
g | BEFAMYa pehEne PTIK: 15 53 PTIK 15 53 PTik: 15 53 PTIK: 15 53 PTIK: 15
5 pembina KU Erﬂ!rl Vang SIP - 1.300 SIF - 1.500 SIF - 1.600 SR 1.500 BiF: 1.500
: k : M 30
personel pendidikan | g 77 PN 11, 40 DKM | 80 PKN I1; 70 PKN B, 70
Polri PENEEMBDANng Fia : 100 PKA | 100 PKA 100 PKA 100 PA . 100
ahp PP 100 FEP. 100 PEF; 100 PHP. 100 FRP: 100
UDERLUORE 300 | UDKPUDS 300 | UDEPUCET: 300 | UDHPUDR 300 | UCHPUDPI 300
Infal ke LN: 30 Inkal ke LNW: 30 trtal ke LW: 30 Irted ke LN: 30 Inkel ke L 30
Diktangspes Diksangspes Dbangsoas Cukbangspas. Dikbangspas:
4 451 £.4408 48975 8478 B.ATE
Nama Unit | 5500 Polrl
Kode
KU 5
Indikator
Sasaran
Terselenggaranya pembinaan kaner personel Paln
Strategis
Mama :
indikator Persentase peningkatan personel Poirl yang mengikut pendidikan pengembangan
Polarisasl
A M aksimal
Definisi Persentase peningkatan personel Polrl vang mengikuti pendidikan pengembangan merupakan suatu
Indikator parameter untuk mengukur kinerjfa 5500 Polri.
Formula [Jumlah personel Polr yang menglkuti dikbang tahun n) - {Jumlah personel Poirl yang menglkut!
Indikator dikbang tahun n-1} / Jumiah personel Polri yang mengikuti dikbang tahun n-1)* 100%.
s“u"; " Perssntase
Penanggung
jawab Dalpars
indikator
Sumber
data lianstra dan Dalpers
Indikator
Perinde
Tahunan
pelaporan
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Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
Utama 2020 | 2021 2022 2023 2024
Persentase
OSSER5EE
penilaian
Terszlenggaranya Lo btanet
555 | pembinaan karier | IKU 6 R o0% | oa% | oam | oam | gam
L manajerial
personei Poiri
Yang _
memenhi
persyaratan
Nama Unit S5DM Palri
Kode Indikator KU &
Sasaran Strategls Terselenggaranya pembinaan karler personel Polri
Parsentase ossessee penilaian kompetensi manajerial yang memernihi
Mama Indikator persyaratan
Polarisasi Indikator Maksimal
Persentase assessee penilaian kompetensi manajerial yamg memenuhi
persyaratan merupakan suatu parameter yang digunakan oleh 3506
Definisi Indikator Palri dalam mengukur kinerga terkait dengan jumlah pegawal Polrl yang
mengikuti uji kompetensi jabatan dan promcsi jabatan berdasarkan
kompetansi secara terbuka melzlui kegiatan ossesment center.
kat fjumlah gssessee penilaian kompetensi manajeral yvang memenuhd
Farmule Indi persyaratan) [ (jumlah sefurub ossessee penilaian kompetensi} = 100%
Satuan pengukuran Persentase
Penanggung jawab
indil Binkar
Sumber data Indikator Binkar
Periode pelaporan Tahunan
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Target

S SE A Indikator Kinerja Utama =500 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Terselenggaranya
pembinaan dan Tingkat pemenuhan
556 | pelayanan hak-hak | 1KU7 | hak-hak Pegawai 65% | 67% | 60% | 71% | 7%
Prgawal Negeri Megerl Pada Polri
Pada Folrl
Nama Unit SSDM Palri
Kode Indikator KU 7
St Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Megerl
g Pada Polri
Nama Indikator Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawal Negerl Pada Polri
Polarisasi Indikator Maksimal
Indikator tingkat pemenuhan hak-hak Pegawal Negeri Pada Polri
merupakan suatu parameter untuk mengukur kinerja 550M Palri dalam
menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anggota dan PN5 Poiri yang
Defintsi indikator meliputi: pembinaan rohanl, jJasmani, latram calon purnawirawan Polri ,
profil kiinis psikodogl, tanda |asa, pelayanan ijin ibadah, cutl, gaji berkais,
kenaikan pangkat, jaldis mutasl dan penyediaan perumahan.
Komponen yang sudah dibobotkan:
No Variabe! _Bobot
1. | Persentase pelaksanaan pembinaan rohani 20%
2. | Persentase pelaksanaan pembinaan jasmani 0%
3. | Persentase latram calon purnawirawan Polri 2%
Persentase profil Minis psikologi bagi anggota dan 20%
4. | PN5Pairl
Formula Indikator 5. | Persentase pemberian tanda jasa 5%
B, | Persentase pelayanan |jin ibadah 1%
7. | Persentase pelayanan cuti 4%
8., | Persentase pelayanan gajl berkala 10%
q Persentase pelayanan kenaikan pangkat 10%
10, | Persentase palayanan jaldis mutasi T
11, | Persentase penyediaan perumahan 1%
_Satuan pengukuran Persaniase
Penanggung jawab s
indikator Watpers, Psikolog
Sumber data Indikator Watpers, Psikologi
Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Targel
Sasaran Strategis
Utama/Komponen 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tingkat pemenuhan
®U7 | hak-hak anggota dan B5% | B7% | 69% | Ti% | 73%
Tersslenggaranya PNS Pl
pembinaan dan
556 | pelayanan hak-hak
angeota dan PMNS Parsentase
Palri V1 pelaksanaan kegiatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
binrakh
Nama Unit S50M Polri
Kode Indikator KU 7
Sataran Strabagh Terselenggaranya pembinaan dan pelavanan hak-hak Pegavai Negeri

Pada Palrl

m Indikator Utama

Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawai Megeri Pada Polri

Nama Komponen Fembinaan Rohani

Nama Indikator Persentase pelaksanaan kegiatan binroh

Polarisasi Indikator Maksimal
Persentase pelaksanaan keglatan binrch menupakan parameter yang

Definisi Indliator digunakan aleh S5DM Polr untuk mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan
Binwrah di fingkungan Polri

F ba Indikat Humiah kegiatan Binrah vang direalisasikan pada tahun n / Jurniah

i ) kegiatan Binroh yang direncanakan pada tahun n) * 1005

Satuan pengukuran Persentase

Penanggung jawab

Indiketor Watpers

Sumber data Indikator Watpers

Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategls =
Utama/Komponen 2020 2021 022 2023 2024
Tingkat
pemenuhan
el :;:;::; 6% | e | e | 7% | 7
ya pembinaan Negeri Pada
dan pelayanan Palrl
535 | hak-hak
Pegawai Negen Persentase
Pada Polri pembinaan
Vi a¢ran] BE.00% | 26.727% | 86.44% | B6.66% | B6.BE%
anggota Palri
Mama Linit S5DM Podri
Kode Indikator A
Samaran s is ;iT;EEmE nya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Meger] Pada
Nma indi kst Tingkat pemeénuhan hak-hak Pegawal Negerl Pada Polrl
Litama
Mama Komponan Pembinaan Jasmani
Mama Indikator Persentase pemblnaan jasmani anggota Folri
Polarisasi Indikator Maksimal
Persentase pembinaan jasmani anggota Polri merupakan jumlzh anggota
Definisi Indikator Polr yang mengikuti tes kesamaptazn jasmani berkala dibandingkan dengan
seluruh anggota Polri
Formuls Indikator Jumiah anggota yang mengikut tes kesjas / selurub anggota Polrl *100%
Satuan penguburan | Persentase
Penanggung jawab
Indikat Watpers
Sumber data Indikator | Watpers
Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Target
Sasaran =
AN Utama/Komponen | 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat
pemenuhan
=
7% 3l ot 6s% | B7% | sox | 7% | 7a%
Terselenggaranya Eﬂ:‘w'fa
pembinazn dan N'E'Ef"” Pada
556 | pelayanan hak- Polri
hak Pegawai
Negeri Pada Palri Eﬁ:::::?t:n
V3 DAiTrEWirawW 42% 43% 4% 455 46%
an Paolri
Nama Unit S50 Polri
Kode Indikator KU 7
Terselenggaranya pembinaan dam pelayanan hak-hak Pegawal Neger
S s Pada Polri Folri
Nama Indikator Utama Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawsai Megeri Pada Polri
Nama Kompaonen Pelatihan Keterampitan
Nama Indikator Persentase latram calon purnawirawan Polri
Paolarisasi Indikator Malsimal
Persentase latram calon purnawlrawan Pold merupakan jumiab calon
Daofinist Indikator purnawirawan yang mengikutl latram darl seluruh calon purnawlrawan
vang ada
{Jumizh calon purnawirawan yang mengikuti latram / jumlah seluruh
FOSTINNN o WK calon purmawirawan) * 100%
Satuan pengulkuran Persentase
indikitor: Walpers
Sumber data Indikator | Watpers
Perlode pelaporan Tahunan




Strates) Indikator Kinerja Target
st Utama/Komponen | 2020 | 2021 022 2023 | 2024
Tingkat
pemenuhan
KU 7 l;“'““. 65% | &7% 69% 7% | 73%
Terselerggaranya i
pembinaan dan Megerl Pada
556 | pelayanan hak- Polrl
hak Pegawai B
Negerl Pada Poiri p‘:ﬂ?ﬁ’;;ﬁi
v pslkolag bagi 205 72% 5% Ta% 8%
personel Polri
MNama Unit S50 Polri
Kode Indikator KU 7
Sasaran S ; ‘;z:lieierggaranga pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Neger| Pada
Nama Indlkator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Pada Palri
Mama Kompanen Frofile Klinis
Nama Indikator Persentase profil klinks psikologi bagi personel Palrn
Polarisasi Indikator hiaksimal
Persentase Profil Klinis Psikologi bagi personel Polrl merupakan jumiah
Definisl Indikator personal Polri yang telah melakukan profil kiinis dibandingkan dengan
Jurniah seluruh personed Polri
E — (jumlah personel Polri yang melakukan profil klinis / jumbah selurub

personel Polri] * 100%

Satuan kuran Persentase
Psik
indikat sikcdogi
Sumber data Indikator | Psikclogi
Periode pelaporan Tahunan
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: Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
Utama/Komponen | 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
Tingkat
pemenuhan
hak-hak
IKU ¥ Pagawal B5% 67 69% T1% 73%
Terselenggaranya Megeri Pada
pembinaan dan Palri
E56 | pelayanan hak- Persentase
hak Pegawal pemberian
Megeri Pada Polr tanda [asa
W5 dan tanda 4% 25% 25% 27% 2BE%
kehormatan
bagl anggota
dan PMN5 Polri
Nama Unit SSDM Polr
Kode Indikator KU 7
5 n Strategi :Ell'::leienmmnﬁ pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Megeri Pada
Nama Indikator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Pada Polri
Nama Komponen Tanda jasa dan tanda kehormatan
Nama ndikat Pnrsentn_sz pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan bagi anggota dan
PMN5 Polr
Polarisasi Indikator Maksimal
: . Persentase pemberian tanda jasa dan tada kehormatan bagi anggota dan
Dafinis! indikator PNS Polri dibandingkan selurish personel Polri
E {umlah anggota dan PNS Polr yang menerima tanda jasa da tanda
.I..ﬁl et liwtor kehormatan / jumlah seluruh anggota dan PHES Polri) * 100%
s.lhmpl_r!uhum Fersentase
Penanggung jawab
indikatt Watpers
Sumber data Indikator | Watpers
Perlode palaporan Tahunan




Indikator Kinerja Target
Sasaran Strategis
Utama/Komponen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tingkat
pemeanuhan
Ky 7 | ak-hak 6s% | 67% | eom | Tk | 73
Tersalenggaranya FEE‘“'F'
pembinaan dan Miegeri Pada
556 | pelayanan hak- Polri
hak Pegawal
Megen Pada Polr ::E:Ia::
VB et ik 1.1% 1,2% 13% 1,4% 1.5%
keagamaan
MNama Unit S5DM Podri
Kode Indikator [A¥
Siearatr irratesl Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Negeri Pada
Polri Polri
Mama Indikator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawal Megeri Pada Polr|
Nama Komponen Cuti ibadah keagamaan
Nama Indikator Persentase pemberian cuti ibadah keagamaan

Polarisasi Indikator

Maksimal

Perseptase pemberian cuti ibadah keagamaan bagi anggota dan PMS Poln

Detindst Incikwear merupakan tingkat pemenuhan hak-hak anggota dan PNS Palri.
[Jumlah anggota dan PNS Polrd yang menerima cutf ibadah keagamaan /
Formuis Indikator jumiah seluruh anggota dan PNS Palri) * 100%
Satuan pengukuran Persentase
Penanggung jawab
Indikato Watpers
Sumber data Indikator | Watpers
Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Target
Sazaran =
asaran Strateg’ | utama/Komponen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tingkat
pernenushan
iy 7 | hak-hak 6s% | e | e | 7% | 7
Terselenggaranya an"'"_'al
pembinaan dan NEan Pada
556 | pelayanan hak- Polri
hak Pegawal
Wegerl Pada Palri Persentase
V7 permberian 253 0% 5% 40% 455
cutl
Mama Unit S50M Palrl
Kode Indikator KL 7
Terseienggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Megeri Pada
Sasaran Strategis Polri
Nama Indikator Utama | Tingkat pemenuban hak-hak Pegawai Negeri Pada Palri
Nama Komponen Cuti
Mama Indikator Persentase pemberian cuti
Polarisasi Indikator Maksimal
ket Persentase pembearian cuti anggota dan PNS Polf merupakan tingkat
Definist Indi pemenuhan hak-hak anggota dan PNS Polri.
P la Indikat [Jumlah anggota dan PNS Polrd yang menefma cull £ jumiah seluruh
anggota dan PNS Polri) * 100%
mnﬂl!lﬂﬂ‘ln Persentasze
Penanggung jawab
inelll Watpers
Sumber data Indikator | Watpers
Periode paiaporan Tahunan
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: Indikator Kinerja Target
Sasaran e
US| \vama/komponen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tingkat
pemenuhan
-h
Ky | paehak ss% | e7% | eo% | ik | 73w
Terselenggaranya gawa
pembinasn dan Negerl Pada
556 | pelayanan hak- Folri
hak Pegawai
Megeri Pada Polri Parsentase
VE pemberian B B3% B6% BO% 0%
gali berkala
Mama Unit S50M Palri
Kode Indikator 1A% B )
g 1 Sirs Ters_eleng_,gamn?a pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Negerl Pada
E Polri Falr
Nama Indikator Utama | Tingkat pemenuban hak-hak Pegawal Negerl Pada Palrl
Nama Komponen Gaji berkala
Mama indikator Persentase pemberian gaji berkala
Polarisasi Indikator Maksimal
Defi Persentase pemberian gaji berkala anggota dan PNS Polri merupakan
isi Ineflkpior tingkat pemenuhan hak-hak anggota dan PNS Polri pada periode tertentu,
{lumiah anggota dan PNS Polrl yang menerima gaji berkala pada periode n
Farmula Indikator { jumlah seluruh anggota dan PNS Polri yang berhak naik gaji berkala pada
pericde nj * 100%
Satuan pengukuran Persentase
Penanggung jawab
Indikator vekpers
‘Sumber data Indikator | Watpers
Periode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerfa Target
Sasaran Strateghs ;s = -
Utama/Komponen | 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat
pemeanunan
KU 7 :“""“. B5% | 6T | 9% | TN | 73
Tarselenggaranya g
pembinaan dan Negeri Pada
L56 | pelayanan hak- Poir}
hak Pegawai
Negeri Pada Palri Persentase
va kenaikan 0% B1% 22% B3% Ba%
pangkat
Mama Unit SEDM Polri
Kode Indikator KL 7
; . Strategh ::‘r:iele nggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawal Neger Pada
‘Nama Indikator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Pada Polr
MNama Komponen Kenaikan pangkat
MNama Indikator Persentase kenaikan pangkat
Polarisasi Indikator Maksimal
ke Persentase kenaikan pangkat anggota dan PHS Polrd merupakan tingkat
Defints ind pemenuhan hak-hak anggota dan PMS Polri pada periode tertentu.
E Indikat {Jumiah realisasi anggota dan PNS Polr vang nalk pangkat J jumlah
vl seluruh anggota dan PNS Polri yang berhak dinaikkan pangkat) * 100%
Satuan pengukuran Fersentase
le' FII '“:"‘m Binkar
Sumber data Indikator | Binkar
Perlode pelaporan Tahunan
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Indikator Kinerja Target
Sazaran Strategis
Utama/Komponen | 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
Tingkat
pemenuhan
KL 3 I'rak—hakl 65% &7% 69% Ti% 3%
Terselenggaranya Pegawa
pembinaan dan Negeri Pada
556 | pelayanan hak- Polri
hak Pegawai
Megeri Pada Polri Parsantase
V10 | palayanan BD% B3% BB 39% G2%
jaldiz mutasi
Mama Unit S5DM Polri
Kode Indikator KL
5 n Strategis Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan hak-hak Pegawai Negeri Fada

Palrl

Mama Indikator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawal Megeri Pada Palr|

Nama Komponen Jaidis mutas

Nama Indikator Persentase pelayanan jaldis mutasi

Polarisasi Indikator Maksimal

Definlsi Indikator Persentase pelayanan |aldis mutasl anggota dan PNS Polrl merupakan

tingkat pamenuhan hak-hak anggota dan PNS Polr pada periode tertentu,

{Jumlah reallsasl anggota dan PMS Polrl mutasi dengan blaya negara yang
Formula Indikator mempercleh jaldis mutasi [/ Jumlah anggota dan PNS Polr yang mutasi
dengan biaya negara) * 100%

Satuan pengukuran Persentase
Penanggung jawab
Indlikat Watpers

Sumber data Indikator | Watpers

Periode pelaporan Tahunan




Indikator Kinerfa Target
Sazaran Str
i Utama/Komponen | 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
Tinglat
pemaniuhan
iz, | Tk 6% | 67% | eom | 7% | 73u
Terselenggaranya Pegawai
pembinaan dan MWegeri Pada
556 | pelayanan hak- Poir
hak Pegawai
Meger Pada Poln Persentase
V1l | pelayanan 5% B% 7% B% 0%
perumahan
Mama Unit S50 Podri
Kode Indikator KU 7
! s " ;E]rfielenggamn',la pembinaan dan pelavanan hak-hak Pegawai Megari Pada
Nama Indikator Utama | Tingkat pemenuhan hak-hak Pegawsi Negeri Pada Polri
Mama Komponean Pelayanan perumahan
Mama hu,ﬂhttlf Persentase pelayanan perumahan
Polarisasl Indikator Maksimal
Indik Persentase pelayanan perumahan anggota dan PMS Polrh merupakan
Definisi indi tingkat pemenuhan hak-hak anggota dan PNS Polri pertabun,
{Jumlah anggota dan PMN5 Polri yvang mendapatikan pelayanan perumahan |
Formula indllestor jumlak seluruh anggota dan PMS Polri) * 100%
Satuan pﬂ:!:.lhlrll_'l Persentase
Penanggung jawab
Indikat Watpers
Sumber data Indikator | Watpers
Periode pelsporan Tahunan
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Sasiran Stratigh Indikator Kinerja Targe
Utama 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
857 Er::?ﬂﬂ"'::f;: If:::la KP 1 :;EL,IEAHP 0.0 | 7020 | 7029 | 70.35 70.38
ransparan
[Nama Unit i&SBM Polr]
r(o:h Indikator KP1
ihﬂmn Strategis Terwujudnya tata kelola 5500 vang bersih dan transparan
rdﬂﬂ‘lﬂ Indikator Jhlilai SAKIP 5500
Polarisasl Indikator ]Makslmal
Definisi Indikator t::::r;;?l:a:ﬂsizrsgg:ﬂn?::m Kinerja Pemerintah [SAKIP)
rurmi.la Iindikator Dinilai oleh Instansi lain.
ISaman pangulkuran Porsentase
\Penanggung jawab Indikator Renmin
Sumber data Indikator Renmin
rnﬂmh pelaporan Tahunan
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Sacsian Shrabagls Indikztor Kinerja Target
Ltam 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Feriiucig m kelols lhai kinerja
557 Ef;nm yang bersih dan P2 | negaran sson | 9210 [92.20 | 82.30 | 9240 | 92.50
nsparan
[Nama Unit lsSOM Polrl
|Knde Indikator IKP 2
ISaurln Strategis Terwujudrya tata kelola SSDM yanrg bersih dan transparan
Nama Indikator ]Hllal kinerja anggaran S50
Polarisasi Indikator haksirmal
e ko o b R iy
Formula Indikator Dinilal oleh Instansi [aan,
Satuan pengukuran Mikal
|Penanggung jawab Indikator Renmin
Sumber data Indikator Renmin
Periode pelaporan Tahunan
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